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ABSTRACT

Factors Affecting Performance of Regional People's Representative Council
of Bangka Belitung Islands Province Year 2016

Desiana Arbani Safari
Universitas Terbuka

desianashafari@egmail.com

In accordance with the mandate of regional autonomy in Law No. 23 0f 2014,
Regional People's Representative Council (RPRC) is one element of local
government in addition to governors / regents / mayors. As an institution that brings
and strives for the aspirations of the people of the RPRC is tasked to carry out
budgetary, supervisory and legislative functions. Starting from the existence of
corruption case, low of education and health budget allocation and low number of
initiative regency rule produced by RPRC Province of Bangka Belitung Islands in
Indonesia Democracy Index 20135, this research aim to know how performance of
RPRC Province of Bangka Belitung Islands in carrying out: Budget functions,
supervisory functions and legislation functions. In addition, this study also aims to
determine what factors affect the performance of the RPRC in implementing these
three functions are seen from human resource factors, organizational structure and
environmental influences in the RPRC of Provincial Bangka Belitung Islands. This
research is a qualitative research conducted in the provincial parliament of Bangka
Belitung Islands by using primary data sources obtained from interviews with
selected sources and secondary data obtained from documents relevant to the
research. Data analysis is done by qualitative analysis technique which consist of
data reduction, data presentation and conclusion. In this study used several theories
such as public policy theory and organizational performance theory. The results of
this study indicate that in general the performance RPRC of Provincial Bangka
Belitung Islands both from the function of budget, supervision and legislation not
optimal. It also obtained the result of research that experience and training factor,
organizational structure factor, cultural factor and organizational culture have
influence to performance of RPRC Province of Bangka Belitung Islands..

Keywords: RPRC function, legislation, budgeting, supervision
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ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Desiana Arbani Safari
Universitas Terbuka

desianashafari@gmail.com

Sesuai amanat otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,
DPRD  merupakan  salah satu  unsur  pemerintah  daerah  selain
gubernur/bupati/walikota. Sebagai lembaga yang membawa dan memperjuangkan
aspirasi masyarakat DPRD bertugas untuk menjalankan fungsi anggaran,
pengawasan dan legislatif. Berawal dari adanya kasus korupsi, rendahnya alokasi
anggaran pendidikan dan kesehatan serta rendahnya jumlah perda inisiatif yang
dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Indeks
Demokrasi Indonesia tahun 2015, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui
bagaimana kinerja DPRD Provinsi Kepulanan Bangka Belitung dalam
melaksanakan: fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi legislasi. Selain itu
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi kinerja DPRD dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut dilihat dari
faktor sumberdaya manusia, struktur organisasi dan pengaruh lingkungan di DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Kepulavan Bangka Belitung dengan
menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
narasumber terpilih serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang relevan
dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yang
terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian
ini digunakan beberapa teori seperti teori kebijakan publik dan teori kinerja
organisasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan
fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi belum optimal. Belum optimalnya
kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut karena dipengaruhi oleh
faktor pengalaman dan pelatihan, faktor struktur organisasi, serta faktor kultural dan
budaya organisasi.

Kata kunci: fungsi DPRD, legislasi, anggaran, pengawasan
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 27 Tanggal 21 November Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas 3 Kabupaten/kota yaitu
Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada Tahun
2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003
dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka
Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota
Pangkalpinang yang sekaligus menjadi ibukota provinsi.

Dalam perjalanannya menjadi sebuah provinsi, pemerintahan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pertama kali terbentuk pada Tahun 2002, yaitu
terpilihnya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertama yaitu Hudarni
Rani yang menjabat pada periode 2002-2007, selanjutnya pemerintahan dipimpin
oleh Gubernur Eko Maulana Ali pada periode 2007-2012, dilanjutkan pada periode
kedua hingga bulan Juli 2013. Kemudian Eko Maulana Ali digantikan wakilnya
Rustam Effendi (2013-2017).

Dalam lembaga legislatif yaitu DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, selama dua periode berturut-turut dipimpin oleh Didit Sri Gusjaya selaku

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik lembaga eksekutif
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maupun legislatif sejak Tahun 2013 berasal dari latar belakang partai politik yang
sama, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dari sudut pandang
politik, hal ini tentunya sebuah hal yang positif, karena diharapkan dengan latar
belakang politik yang sama antara legislatif dan eksekutif akan dapat menimbulkan
sinergi yang jauh lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan oleh kedua lembaga
tersebut.

2. Keadaan wilayah

Secara astronomis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada
104°50° sampai 109°30° Bujur Timur dan 0°50° sampai 4°10° Lintang Selatan.
Berdasarkan posisi geografisnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki
batas-batas wilayah: Barat-Selat Bangka; Timur-Selat Karimata; Utara-Laut
Natuna; Selatan-Laut Jawa. Provinsi Kepulavan Bangka Belitung terdiri dari 6
(enam) kabupaten dan 1 (satu) kota yang terletak di dua pulau besar. Pulau Bangka
terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satuj kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka
Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kota l;angkalpinang, sedangkan di
Pulau Belitung terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan
Belitung Timur,

Total luas wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mencapai 81.725,23 km?. Luas daratan lebih kurang 16.424,32 km? atau 20,10
persen dari total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah
tersebut terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten/kota. Adapun luas wilayah untuk

setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilay
i) e e
1 2 950,69
2 | Belitung 2293,69
3 | Bangka Barat 2 820,61
4 | Bangka Tengah 2 126,36
5 | Bangka Selatan 3 607,08
6 | Belitung Timur 2 507,00
7 | Pangkalpinang 118,8
8 g:lli’t“:zg”“ Bangka 16 424,23 100

sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

3. Pemerintahan daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk mengikuti
ketentnan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
yakni terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD definitif (Gubernur dan DPRD).
Adapun visi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJPD 2005-2025 adalah
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agrari Bahari
Yang Maju Dan Berwawasan Lingkungan, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia
Yang Handal dan Pemerintahan Yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera.

Adapun organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan babwa organisasi perangkat
daerah harus dituangkan dalam bentuk Perda. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung susunan dan organisasi perangkat daerah dikukuhkan melalui Perda
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Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulaunan Bangka Belitung.
Organisasi perangkat daerah berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tersebut

terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah

2. Sekretaris DPRD

3. Komisi Informasi

4. Pejabat Pengelola Informasi Daerah

5. Perangkat Kabupaten/Kota

6. Biro Hukum -

7. Biro Kesejahteraan Rakyat

8. Biro Organisasi

9. Biro Pembangunan

10. Biro Perekonomian

11. Biro Umum dan Perlengkapan

12. Biro Pemerintahan

13. Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

15. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

16. Badan Pendidikan dan Pelatihan

17. Inspektorat

18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DEsa

19. Badan Kepegawaian Derah

20. Badan Lingkungan Hidup Daerah
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. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
.Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Perlindungan Anak

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Koordinasi dan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Pelayanan Perizianan Terpadu dan Penanaman Modal
Badan Keuangan Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pendidikan

Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesejahteraan Sosial

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Kehutanan

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
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Sedangkan dalam struktur DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang terbentuk pada pemilu Tahun 2014 yang lalu terdapat 45 kursi anggota bagi
anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 Tenfang Pemerintahan Daerah. Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan partainya antara lain yaitu:

1. PDIP : 10 kursi
2. Partai Golkar : 7 kursi
3. Partai Demokrat : 3 kursi
4. PPP : 6 kursi
5. PKS : 4 kursi
6. PAN : 3 kursi
7. PBB : 1 kursi
8. Hanura : 2 kursi
9. PKB : 2 kursi
10. Nasdem : 2 kursi
11. Gerindra : 5 kursi

4. XKondisi penduduk dan sosial ekonomi
Berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung berjumlah sebanyak 1 372 813 jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 2,15 persen. Jumlah penduduk tersebut bertambah sebanyak
28.932 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.343.881
jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, komposisi jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan pada Tahun 2015 lebih banyak laki-laki, yaitu 713 223 jiwa penduduk
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laki laki dan 659 590 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio sebesar 108,13.
Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per km, tingkat kepadatan penduduk
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 82 orang per km?, dengan tingkat
kepadatan tertinggi yaitu di Kota Pangkalpinang sebesar 1 616 orang per km? dan
tingkat kepadatan terendah yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebesar 47 orang per
km?.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

ity
ki SR AR R R s Al [l S 1, Vet B SRR |6 I IR T R PR R ) :
Bangka 162198 | 148887 | 311085 2.17 105
Belitung 90 600 84 448 175048 221 76
Bangka Barat 102 477 94 121 196 598 2,18 70
Bangka Tengah 94 680 86223 180 903 2,08 85
Bangka Selatan 100 517 93 066 193 583 2,16 54
Belitung Timur 62 134 57 260 119394 2,02 48
Pangkalpinang 100 617 95 585 196 202 2,19 1652
Kepulauan Bangka 713223 | 659590 | 1372813 2,15 84
Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Jika dilihat dari kondisi ketenagakerjaan, berdasarkan data Badan Pusat
Statistik 2016 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung usia 15 tahun
ke atas yang termasuk usia kerja pada Tahun 2015 adalah sebanyak 998. 120 orang.
Dari jumlah tersebut angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) tahun 2015
sebesar 66,71 persen. Ini berarti 66 persen penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,29, yaitu berarti
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dari 1000 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, 63 orang diantaranya
sedang mencari pekerjaan/pengangguran.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulavan Bangka Belitung Tahun 2015, Secara umum perkembangan
perekonomian di Bangka Belitung cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi di
Bangka Belitung pada Tahun 2016 sebesar 4,11% dan menunjukkan kenaikan jika
dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar 4,08 %, namun sebenarnya kenaikan
tersebut lebih dominan di sektor tersier, bukan di sektor primer. Padahal sektor yang
banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer seperti sektor pertanian
pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Dari sisi inflasi, pada
Tahun 2016 inflasi meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2015, yaitu 4,66 di
Tahun 2015 menjadi 7,78 pada 2016. Andil terbesar inflasi berada pada kelompok
bahan makanan yaitu sebesar 3,49 sedangkan di Tahun 2015 hanya sebesar 1,67.
Hal ini tentunya harus menjadi catatan bagi pemerintah dacrah mengingat sebagian
besar bahan makanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
barang impor dari luar daerah. Sehingga kestabilan harga sangat penting karena

dapat berdampak pada tingkat inflasi dan meningkatnya angka kemiskinan.

B. Hasil dan Pembahasan
1. Kinerja Legislatif DPRD
a. Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan penganggaran
merupakan aspek yang sangat penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang harus ditata secara benar dan akuntabel. Sering dengan pentingnya kegiatan
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penganggaran, pemerintah juga berupaya untuk terus menyempurnakan kerangka
landasan dalam penyusunan anggaran daerah. Adapun peraturan terakhir yang
menjadi acuan dalam penyusunan anégara:n daerah adalah Peraturan Pemerintah
(PP) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pegelolaan Keuangan Daerah, yang juga telah mengalami beberapa perubahan,
yaitu perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu acuan yang juga digunakan dalam penyusunan anggaran daerah
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Adapun aspek terpenting yang ditegaskan dalam peraturan tesebut yang berkaitan
dengan fungsi DPRD di bidang penganggaran adalah:

1. Pembahasan Kebijakan Umum APBD

2. Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

3. Pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

APBD

Oleh karenanya penjelasan kinerja DPRD di bidang penganggaran akan

mengikuti alur tahapan fungsional penganggaran sesuai dengan peréturan tersebut

di atas.
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1. Pembahasan kebijakan umum APBD

Kebijakan umum APBD merupakan produk kebijakan daerah yang
melibatkan eksekutif dan legislatif, dalam hal ini adalah Gubernur dan DPRD.
Kebijakan Umum APBD adalah memuat kebijakan bidang pendépatan, belanja dan
pembiayaan serta sumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun ke depan.
KUA memberikan gambaran Tentang kondisi makro daerah, asumsi-asumsi dalam
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan
strategi pencapaiannya. Dalam hal ini Kebijakan Umum APBD disusun dengan
bepedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPIMD).

Besrdasarkan keterntuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor
77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD disebutkan bahwa setiap
tahun Kepala Daerah (Gubernur) harus menyusun rancangan Kebijakan Umum
APBD. Dalam hal ini, Gubernur selaku kepala daerah tingkat provinsi adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan daerah yang memiliki kewenangan dalam
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD provinsi.

Menurut Pasal 16 yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Tentunya
APBD yang disusun harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). RKPD sendiri merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah
yang tercantum dalam RPIMD dan RPJPD. Oleh karena itu APBD yang disusun

memiliki kaitan yang sangat erat dengan RKPD, sehingga APBD yang disusun
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sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam visi dan misi daerah, yaitu mewujudkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan berpedoman pada RKPD, maka Gubernur harus menyusun
rancangan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan RAPBD dan
kemudian menyampaikannya kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun
anggaran berjalan u.ntuk dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif..
Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas tersebut selanjutnya
disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA APBD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 terdapat beberapa hal penting yang berkaitan
dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD antara lain yaitu ketaatan dalam
waktu penyampaian, konsistensi kebijakan APBD dengan RPJMD dan kapasitas
implementasi kebijakan. Dalam hal waktu penyampaian KUA APBD merupakan
hal yang sangat penting karena akan sangat berpengargh pada kualitas APBD yang
disusun. Keterlambatan dalam penyampaian Kebijakan Umum APBD akan
mempengaruhi siklus APBD secara keseluruhan dan terhadap kinerja anggaran
daerah yang tidak hanya melibatkan eksekutif, maupun legislatif, hal ini
dikarenakan keduanya bertanggungjawab penuh terhadap anggaran daerah yang
disahkan.

Untuk itu sesuai dengan peraturan yang telah ada, sangat diharapkan
daerah dapat menyampaikan KUA APBD tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Keterlambatan dalam

menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD atau penyampaian yang berada
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diakhir waktu akan sangat mempengaruhi prosedur berikutnya dalam kegiatan
penganggaran, yaitu penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Menurut ketentuan dalam peraturan yang telah ada pembahsan
PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
sebelumnya. Oleh karena itu jika penyampaian KUA APBD oleh eksekutif
dilakukan diakhir waktu maka tidak akan cukup waktu bagi DPRD dan Pemerintah
Daerah untuk membahas secara mendalam rancangan tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan Ketua
Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam wawancara
mendalam dengan penulis keduanya menjelaskan bahwa secara umum kegiatan
penganggaran daerah dalam hal ini adalah APBD Provinsi berjalan cukup lancar,
mulai penyampaian Rancangan KUA APBD hingga pembahasan KUA APBD,
PPAS, RAPBD semuanya masih berjalan sesuai dengan aturan. Penyampaian KUA
APBD oleh Pemerintah Daerah memang tidak terlambat, namun masih berada di
akhir waktu, yaitu sekitar akhir Mei atau minggu pertama bulan Juni. Hal ini
disampaikan dalam wawancara Mendalam dengan Ketua DPRD.Dari wawancara
tersebut dijelaskan bahwa memang dalam hal penyampaian KUA APBD, pihak
eksekutif tidak terlambat dari sisi jadwal yang telah diatur dalam undang-undang,
namun menurut beliau penyampaian diakhir waktu masuk ke dalam katgori
terlambat. Hal ini seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa penyampaian
rancangan KUA APBD yang dilakukan diakhir menyebabkan kurangnya waktu

pembahasan rancangan KUA APBD antar kedua lembaga.
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Berkaitan dengan ketepatan penyampaian rancangan kebijkan umum
APBD oleh eksekutif/gubernur kepada DPRD, Ketua DPRD menyampaikan
bahwa:

“Saya akui, bahwa dalam penyampaian KUA APBD oleh eksekutif
memang sedikit terlambat. Secara aturan memang belum terlambat, tapi bagi saya
terlambat karena mepet diakhir waktu, pembahsan jadi terburu-buru di rapat
pembahasan. Sebetulnya mengatasi hal ini Saya selaku Ketua DPRD sudah
melakukan berbagai upaya, mulai dari kontak secara personal maupun melalui surat
kepada eksekutif, namun masih juga seperti itu. Ya kita memang tidak bisa
memaksakan juga. Kalau Saya berharap penyampaian lebih cepat supaya proses
selanjutnya lebih berkualitas. Tapi karena ini sudah menyangkut dua lembaga, kita
juga tidak dapat berbuat banyak. Upaya paling-paling melalui surat dan komunikasi
secara persuasif. Terkadang kami dari pihak DPRD juga berusaha memakiumi
cksekutif. Karena dalam penyusunan rancangan KUA APBD tersebut melibatkan
seluruh komponen perangkat daerah yang akan menggunakan anggaran. Nah
permasalahannya adalah ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang tersebut
juga masih terbatas, sedangkan dalam rancangan KUA APBD semua harus
komprehensif, ada satu yang terlambat menyababkan keterlambatan bagi semuanya
juga. Inilah yang seringkali menjadi penyebab keterlambatan dari eksekutif.
Ya...kami masih memaklumi juga. Sebagai provinsi yang masih terbilang muda,
sumber daya manusia kita juga dalam proses pengembangan.” (Wawancara
mendalam, 27 Maret 2017)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi [II DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terkait waktu penyampaian rancangan KUA APBD,
beliau mengatakan bahwa:

“Eksekutif menyampaikan rancangan KUA APBD tidak terlambat, dari
sisi aturan perundang-undangan tidak terlambat, sampai pertengahan Juni. Namun
karena agak mepet jadi pembahasan anggaran kurang dalam dan menjadi kurang
optimal. Kalau dikatakan terlambat, secara aturan memang belum terlambat, tapi
mepet. Ya karena penyusunan KUA APBD memang memerlukan proses, sehingga
harus kita maklumi.” (Wawancara Mendalam, 29 Maret 2017)

Dari kedua penjelasan tersebut juga konsisten dengan hasil pengumpulan

dokumen yang dilakukan oleh penulis. Untuk anggaran tahun 2015 dan 2016 jadwal
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penyampaian dan pembahasan KUA APBD dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 4.3 Jadwal Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Kebijakan
Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2016

NO | : ‘I:_Jrala_n A 20157 %2006 .
W D) o S AB) ] )
1 | Penyampaian Rancangan Kebijakan
Umum APBD oleh Gubernur kepada 29/05/2015 2/6/2016
DPRD
2 | Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum | 28/06/2015 24/06/2016
APBD oleh Gubernur bersama DPRD sd sd
30/06/2015 27/06/2016
3 | Kesepakatan Bersama atas kebijakan
umum APBD oleh Gubernur dan Ketua 30/06/2015 27/06/2016
DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari jadwal pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penyampaian
rancangan KUA APBD oleh Gubernur berada pada akhir waktu yang ditentukan.
Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD, kendala keterlambatan tersebut
antara lain dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia dan faktor
lainnya. Selain itu jika dilihat dari waktu pembahasan Rancangan Kebijakan Umum
APBD yang dilakukan oleh DPRD, rentang waktunya tidak terlalu panjang, sekitar
tiga minggu. Seharusnya waktu tersebut cukup untuk melakukan pembahasan
rancangan KUA APBD jika dilakukan tanpa terganggu oleh kegiatan DPRD yang
lain, namun jika dilihat dari kesibukan anggota DPRD dalam tugas-tugas
kepanitiaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar daerah, DPRD masih
kekurangan waktu untuk membahas KUA APBD secara optimal. Menurut
keterangan dari Ketua DPRD, setiap minggu minimal ada 3 atau 4 orang anggota

DPRD yang harus melaksanakan tugas ke luar daerah dan hal tersebut harus
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dilakukan. Mulai dari kepentingan dengan DPR RI, kunjungan ke daerah lain,
undangan yang sifatnya penting dan lain sebagainya.

Dalam penjadwalan, menurt keterangan anggota DPRD tidak ada jadwal
baku terkait kunjungan ke luar daerah, hal ini dikarenakan kunjungan ke luar daerah
tidak hanya dari pembiayaan APBD, namun juga menyangkut kegiatan yang
berasal dari luar, seperti DPR RI, kementerian terkait, atau provinsi lain yang masih
terkait dengan tugas anggota DPRD. Oleh karena itu, walaupun dilihat dar rentang
jadwal pembahasan cukup panjang namun dalam pelaksanaannya belum terlalu
efektif, dikarenakan DPRD juga memiliki jadwal kepiatan lain yang harus
dilaksanakan dalam rentang waktu tersebut. Hal ini pula yang menjadi salah satu
alasan mengapa anggota DPRD menjadi tidak maksimal saat melakukan
pembahasan anggaran. Sehingga pembahasan Jebih bersifat formalitas dan kurang
mengedepankan kualitas.

Hal ini disampaikan secara jelas oleh Ketua DPRD kepada penulis yang
mengatakan bahwa:

“Banyaknya kegiatan di DPRD dan mepetnya waktu penyampaian
Rancangan KUA APBD oleh Gubernur, menyebabkan agenda rapat pembahasan
anggaran menjadi tidak teratur. Kita juga berupaya menyesuaikan antara waktu
kerja anggota DPRD dengan agenda rapat pembahasan anggaran. Saya akui juga,
dari sisi anggota DPRD, mungkin karena lelah atau beban kerja yang cukup padat,
sehingga dalam rapat pembahasan tidak terlalu aktif, diskusi tidak imbang dari dua
arah yaitu ekskutif dan legislatif, lebih bersifat formal. Tapi ada juga anggota
DPRD yang fight dan komitmen kerjanya tinggi, tapi ada juga beberapa yang tidak.
Saya rasa disitulah kendalanya. Tapi kelemahan ini senantiasa kami upayakan
untuk diperbaiki dan terus dievaluasi.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Sedangkan Ketua Komisi Il mengatakan bahwa:

“Dalam rapat pembahasan agenda utama kita selaku anggota dewan adalah
memastikan bahwa rancangan anggara yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tidak
menyimpang dari RKPD dan RPJMD, sehingga tidak ada dana siluman. Namun
karena waktu yang juga cukup terbatas, memang pembahsan tidak detil juga. Kita
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berupaya maksimal, namun memang masih banyak kekurangan.” (wawancara
mendalam, 29 Maret 2017)

Ditengah desakan waktu dan kesibukan anggota DPRD dalam berbagai
kegiatan, secara tidak langsung dapat terlihat bahwa dalam penyusunan KUA
APBD, DPRD belum dapat menguji secara cermat keterkaitan logis antara
Kebijakan Ur;lum APBD dengan RPJMD. Pembahasan dari Gubernur lebih secara
formalitas saja untuk memenuhi prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
Walaupun berdasarkan pengakuan dari Ketua Komisi III yang menyampaikan
bahwa agenda terpenting dalam pembahasan anggaran adalah menyesuaikan
konsistensi dengan RPJMD, namun beliau juga mengakui bahwa pembahasan yang
dilakukan tidak terlalu mendetil, dikarenakan terbatasnya waktu pembahasan dan
padatnya agenda anggota dewan. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang penting
karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan anggaran
adalah hal yang sangat krusial dan menjadi penentu jalannya pembangunan daerah,
sehingga membutuhkan perhatian DPRD selaku wakil yang membawa aspirasi
masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang
menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD diberikan
kewenangan penuh bersama pemerintah daerah untuk mengelola dan
mengalokasikan sumber daya keuangan yang ada di daerah untuk dipergunakan
bagi kesejahteraan masyarakat. Namun berdasarkan hasil wawancara di atas dapat
disimpulkan bahwa peran DPRD untuk melaksanakan fungsi anggaran dalam
penyusunan KUA APBD belum optimal. DPRD belum dapat melaksanakan
pembahasan KUA APBD secara detil sesuai dengan harapan, bahkan ditengah

waktu yang sempit akibat mepetnya waktu penyampaian RKUA ABPD oleh
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eksekutif, DPRD masih saja kesulitan dalam menentukan jadwal pembahasan KUA
APBD secara intesif dan berkualitas. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip
otonomi daerah dimana pemerintah termasuk DPRD sebagai pengelola keuangan
daerah bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan yang dijalankan.

Dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang tepat maka pembangunan
diharapkan dapat berjalan tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat,
demikian sebaliknya. Penganggaran merupakan proses pengalokasian sumberdaya
keuangan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.
Anggaran adalah perwujudan finansial dari sebuah rencana dan program yang
dirancang, sehingga kegiatan pembangunan tidak mungkin berjalan dengan lancar

tanpa dukungan finansial yang matang dan terencana (Harbiadi, 2009).

2. Pembahasan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD
Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 jumlah
anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung kepada Dinas Pendidikan masih berada di bawah ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 yaitu minimal 10 persen untuk
anggaran kesehatan dan setidaknya 20 persen untuk anggaran pendidikan. Dalam
Indeks Demokrasi Indoensia (IDI) anggaran pendidikan yang dimaksud adalah
anggaran yang murni dialokasikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
termasuk Rumah Sakit Umum Provinsi, dan Rumah Sakit Jiwa.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu potret yang
memberikan gambaran terhadap keadaan demokrasi suatu wilayah/provinsi yang

dilihat dari aspek kebebasan sipil/masyarakat, aspek hak-hak politik yang terkait
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pemilu serta aspek lembaga politik yang terkait kinerja lembaga demokrasi yaitu
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saat ini IDI merupakan salah satu tolak ukur
kinerja daerah dan sebagai indikator kinerja dalam RPJMN dan RPJMD. Dalam
IDI salah satu kinerja DPRD yang ingin dilihat adalah peran DPRD dalam
mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan melalui APBD Provinsi. Dana
pendidikan yang dimaksud tidak termasuk dana pendidikan yang dialokasikan ke
dinas lain yang biasanya berupa bantuan pendidikan beas.iswa pegawai, badan
diklat, dana hibah dan dana lain yang berasal dari APBN (misalnya dana BOS). Hal
ini dikarenakan dalam IDI pangalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan yang
dimaksud murni ditujukan oleh pemerintah daerah kepada siswa di sekolah. Hal ini
untuk melihat seberapa besar upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
mengatasi permasalahan pendidikandi daerah yang menyangkut kepentingan siswa
secara Jangsung, misalnya permasalahan buku pegangan siswa, seragam,
transportasi dan biaya lainnya yang selama ini banyak menjadi penyebab siswa
putus sekolah atau siswa malas bersekolah karena berperan ganda sebagai pencari
nafkah bagi keluarga. Berikut alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat dalam APBD dapat dilihat pada Tabel

4.4 sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam
APBD Provinsi Tahun 2014-2015

1 | 2014 | 1.819.523.913.861,78 | 42.759.191.144 | 2,35 | 142.581.884.902

7,84

2 | 2015 | 2.226.354.387.053,48 | 41.448.613.507 | 1,86 | 146.600.936.695

6,58

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2016

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan Komisi III maupun Ketua
DPRD terkait besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tersebut, terdapat
kesamaan penjelasan dimana sebagai lembaga legislatif DPRD menyatakan bahwa
besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan memang dialokasikan oleh
SKPD yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Persepsi yang
masih melekat selama ini adalah besaran alokasi kedua anggaran tersebut termasuk
dengan dana yang terdapat di SKPD lain, badan diklat, dana hibah, dana BOS dan
dana lainnya yang bersumber dari APBN. Ketua DPRD juga mengatakan bahwa
besaran anggaran yang selama ini dialokasikan juga membuat SKPD terkait dalam
hal ini adalah dinas pendidikan kewalahan dalam membelanjakan anggaran yang
sudah ada. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa pembelanjaan anggaran
pendidikan dan keschatan yang dilakukan belum menyentuh langsung kepada
keperluan siswa, khususnya yang ada di kabupaten/kota. Selain itu jika dilihat dari
persentasenya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Tahun 2014 lebih besar
dibandingkan dengan Tahun 2015, padahal jumlah anggaran Tahun 2015 lebih

besar dari anggaran Tahun 2014.
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Berdasarkan hasil wawancara Ketua DPRD mengatakan bahwa:

“Dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan saya rasa kita
sudah sangat baik dan telah memenuhi syarat undang-undang dimana anggaran
pendidikan minmal 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD, itu sudah kita
penuhi. Saya rasa tidak ada masalah. Bahkan dengan anggaran yang ada SKPD
yang kesulitan dalam membelanjakan anggarannya. Saya rasa itu karena faktor
kemampuan SDM saja. Selama ini besarnya anggaran kedua sektor itu selalu kami
kabulkan sesuai dengan rancangan mereka sendiri. Jadi DPRD prinsipnya sangat
mendukung seluruh program pendidikan dan kesehatan.” (wawancara mendalam,
27 Maret 2017)

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi mengatakan bahwa:

“Saya rasa besaran anggaran pendidikan dan kesehatan selalu menjadi
prioritas utama ya. Kita tidak melihat persentasenya, tapi jumlahnya. Kalau aturan,
kita sudah memenuhi aturan Undang-Undang bahwa anggaran pendidikan harus

minimal 20 peren dan kesehatan 10 persen.” (wawancara mendalam, 29 Maret
2017)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung diserahkan secara penuh kepada eksekutif, tanpa dicermati secara detil
peruntukannya. Pembelanjaan anggaran lebih bersifat kepada belanja modal dan
belanja langsung yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat secara langsung
dalam bentuk peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini
tidak mengherankan jika masih banyak anak usia sekolah yang tidak dan belum
menamatkan pendidikannya hingga jenjang SMU, tentunya hal ini dikarenakan
salah satunya adalah faktor biaya. Sekolah memang gratis, namun siswa masih
dibebankan dengan uang komite sekolah, uang LKS, seragam dan kebutuhan lain
yang harus dipenuhi. Kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan pengalokasian APBD
yang diharapkan dapat menjadi instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan
dan péningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara

(Djojosoekarto, 2004).
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Padahal jika dilihat dari kondisi geografisnya, masyarakat di Kepulauan
Bangka Belitung masih banyak yang tinggal di daerah perdesaan dan letaknya jauh
dari sekolah, khususnya SMP dan SMU yang hanya ada di kecamatan. Hal ini
tentunya menjadi kendala tersendiri bagi siswa yang hendak melanjutkan sekolah
namun tidak memiliki biaya transportasi. Selain itu alat transportasi umum yang
tersedia juga masih sangat terbatas, sehingga masyarakat di Kepulanan Bangka
Belitung harus memiliki kendaraan roda dua sebagai penunjang mobiltitas.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisik Tahun 2016, angka rata-rata lama
sekolah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7,79. Ini berarti
bahwa rata-rata penduduk di Kepulauan Bangka Belitung hanya bersekolah sampai
pada tingkat kelas 2 (dua) SMP. Sedangkan angka partisipasi sekolah untuk tingkat
SMP hanya sebesar 87, 6 persen dan SMU masih di bawah 76,41 persen.

Berdasarkan informasi data di atas, sesuai dengan cita cita otonomi daerah
dan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada DPRD dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, seyogyanya DPRD dapat mengoptimalkan perannya
melalui alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan secara optimal agar anggaran
pendidikan dan kesehatan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan
mengarah pada perbaikan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
Selain itu perlunya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan anggota DPRD
terhadap konsep dasar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu tolak
ukur pembangunan demokrasi menjadi sangat penting agar dapat memperkuat
komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Hal ini sangat penting

karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi
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oleh tingginya komitmen para anggotanya sebagaimana diungkapkan oleh
Muchinsky (dalam Kurniasari, 2004).
3. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

Selain permasalahan KUA APBD dan alokasi anggaran pendidikan dan
kesehatan, masalah yang berkaitan dengan kinerja DPRD di bidang penganggaran
selanjutnya adalah pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD. KUA dan PPAS merupakan dokumen penganggaran yang akan
dijadikan pedoman atau landasan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah
daerah dan DPRD membahas PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Dan
menurut ketentuan, pembahasan PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua
bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan bukti dokumen yang
dikumpulkan oleh penulis, dalam pelaksanaan pembahasan PPAS di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut jadwal pembahasan PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
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Tabel 4.5 Jadwal Penyampaian dan Pembahasan Rancangan PPAS
Provinsi Kepulanan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015-2016

WNok et _ Tahun R
s Novl; D . Uraian R T
A ) G | @yl
1 | Penyampaian Rancangan PPAS oleh
Gubernur kepada DPRD 6/7/2015 4/7/2016

2 | Pembahasan Rancangan PPAS oleh 21/07/2015 sd 24/07/2016 sd
Gubernur bersama DPRD 25/07/2015 28/07/2016

3 | Kesepakatan Bersama atas PPAS
oleh Gubernur dan Ketua DPRD 25/07/2015 28/07/2016

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi, 2017

Dilihat dari Tabel 4.5 di atas, pembahasan Rancangan PPAS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung waktunya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan
pembahasan KUA APBD. Hal ini memang dikarenakan adanya perbedaan tingkat
kerumitan substansi pembahasan. Dalam PPAS dijabarkan Tentang program
prioritas masing-maisng SKPD. DPRD berkewajiban mempelajari tingkat
rasionalitas anggaran yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan kevangan
daerah. Hasil wawancara dengan Ketua DPRD mengatakan bahwa:

“Inti dari pembahasan anggaran adalah pada saat pembahasan PPAS, di
situ kita melihat satu persatu anggaran yang telah dirancang oleh eksekutif. DPRD
bertugas melakukan pengecekan apakah anggaran tersebut sesuai dengan RKPD
dan kekuatan anggaran kita. Hal yang harus dipastikan adalah tidak adanya
anggaran yang melenceng dari program kerja alias dana siluman. Namun kita juga
terkendala pada waktu dan kesibukan DPRD. Saya katakan sekali lagi upaya DPRD
sudah cukup maksimal, namun tetap ada kekurangan-kekurangan, belum detil
hingga sampai pada urgensi anggaran.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Sedangkan pemerhati pembangunan dan politik di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan mengatakan bahwa:

“Saya menilai perencanaan anggaran di tingkat provinsi belum maksimal,
mungkin memang telah sesuai dengan program kerja Gubernur, namun nyatanya
pembangunan yang dilaksanakan belum menyentuh substansi kebutuhan
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masyarakat. Bahkan saya menilai kebijakan anggaran lebih diprioritaskan kepada
hal-hal yang kurang mendesak. Padahal ada banyak hal yang seharusnya DPRD
lebih peka, terutama dalam perekonomian yang saat ini cenderung tidak stabil,
hampir seluruh bahan makanan kita impor dan harganya mahal. Menurut Saya
penganggaran masih bersifat politis. Peran DPRD masih rendah dan cenderung
dominan pihak eksekutif dalam mengeksekusi anggaran daerah. (wawancara
mendalam, 28 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua narasumber dan bukti
dokumen yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa dari segi aturan kegiatan
pembahasan plafon anggaran sementara masih berada dalam rentang waktu yang
ditentukan. Memang pelaksanaan pembahasan tidak persis pada minggu kedua Juli,
hal ini dikarenakan waktu penyampaian rancangan PPAS dari Eksekutif memang
sudah mendekati batas akhir sedangkan materi pembahasan PPAS yang lebih rumit
membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Namun yang menjadi catatan adalah berdasarkan keterangan wawancara
dapat disirﬁpulkan bahwa dalam penyusunan PPAS peran DPRD masih belum
optimal dalam proses dan kualitas hasilnya, dimana pengalokasian anggaran lebih
banyak diserahkan kepada eksckutif. Pembahasan anggaran hanya sebatas
pengecekan terhadap kekuatan anggaran dan kesesuaian dengan RKPD namun
belum menyentuh kepada kualitas anggaran yang dialokasikan. Belum adanya
mekanisme untuk pengujian konsistensi dan kesinambungan program yang
tercantum dalam RKPD dari tahun ke tahun. Dengan demikian pemabahasan PPAS
lebih bersifat formalitas untuk memenuhi prosedur pemerintahan.

Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan kurangnya komitmen
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi anggaran
pada pembahasan PPAS pada APBD Provinsi. Padahal keberhasilan organisasi

sangat ditunjang oleh komitmen yang tinggi dari anggota organisasi (Muchinsky
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dalam Kurniasari, 2004). Pembahasan PPAS yang dilakukan masih sebatas
seremoni dan bersifat prosedural. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa hampir tidak ada peran DPRD dalam memprioritaskan alokasi anggaran
daerah yang diwujudkan dalam pembahasan secara detil alokasi dana yang diajukan
eksekutif melalui tangan SKPD, bagaimana keterkaitan urgensi dan prioritas
program kegiatan yang diajukan oleh SKPD terhadap tujuan pembangunan yang
tercantum dalam RKPD dan visi misi pembangunan daerah.

DPRD hanya melakukan pengecakan kekuatan anggaran yang diajukan
oleh SKPD tanpa melihat secara mendalam prioritas kegiatan yang diajukan. Hal
ini belum sejalan dengan cita-cita otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar daerah dapat melaksanakan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu kondisi ini
juga menggambarkan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum
memiliki budaya inovasi dan proaktif sebagaimana yang dikonsepsikan oleh
Darling dan Beebe (2007). Hal ini merupakan salah satu faktor luar yang
mempengaruhi kinerja organisasi seperti yang dikonsepsikan oleh Atmosoeprapto
(dalam Harbiadi, 2009) dan Komberly dan Rottman (dalam Gibson, 1996).

4. Pembahasan dan pengesahan raperda APBD

Substansi ketiga yang berkaitan dengan kinerja DPRD di bidang
penganggaran adalah pembahasan dan pengesahan Raperda APBD. Mekanisme
penyiapan Raperda APBD erat kaitannya dengan penyusunan RKA-SKPD, yaitu
suatu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan
SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-SKPD

dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah, yang dilakukan untuk menelaah
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kesesuaian antara RIKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon
anggaran sementara dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,
indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar
pelayanan minimal.

Setelah penyusunan RKA-SKPD selesai, maka Kepala Daerah
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda tentang
APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya. Kerangka waktu
penyampaian yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
adalah minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini
dari segi aturan, penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada
DPRD masih dkategorikan tepat waktu. Berikut Jadwal penyampaian dan
pembahasan rancangan Perda tentang APBD:

Tabel 4.6 Jadwal Penyampaian, Pembahasan dan Pengesahan Rancangan

Peratuaran Daerah Tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2015-2016

1 | Penyampaian Rancangan Perda tentang
APBD oleh Pemerintah Daerah kepada 3/10/2014 5/10/2015
DPRD
2 | Pembahasan Rancangan Perda tentang
APBD oleh Pemerintah Daerah bersama 10/10/2014 sd 13/10/2015 sd
DPRD 25/10/2014 28/10/2015
3 |P han terhadap R Perd
t;}ﬁfg‘a pRD P rancanean Tertn 30/12/2014 28/12/2015

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi, 2017
Dalam pembahasan dan pengambilan keputusan bersama DPRD dan

Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, terdapat proses
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internal DPRD yaitu berupa Rapat Panitia Musyawarah (Panmus). Ketua DPRD,
Didit Sr1 Gusjaya menerangkan bahwa:

“Panmus adalah suatu kepanitiaan yang merancang dan mempersiapkan
peraturan tata tertib DPRD Tentang tata cara pembahasan rancangan peraturan
daerah Tentang APBD. Peraturan Tata Tertib DPRD dimaksudkan untuk
memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga.”
(wawancara mendalam, 27 Meret 2017)

Tahap pertama pembahasan atas rancangan APBD yang disampaikan oleh
pemerintah daerah secara ideal berlangsung dalam Panitia Anggaran (Panggar
DPRD). Panggar merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang diharapkan
mengkritisi rancangan APBD dari berbagai sudut pandang. Untuk keperluan
pembahasan rancangan APBD setiap tahun maka DPRD Provinsi membentuk
Panggar, namun dalam pelaksanaannya Panggar kurang menunjukkan fungsi yang
optimal, karena tugas tersebut langsung dijalankan oleh Panitia Khusus (Pansus)
APBD yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana
dijelaskan oleh Ketua DPRD sebagai berikut:

“Dalam kegiatan pembahasan anggaran, tugas panggar biasanya langsung
ditangani oleh Pansus, hal ini disamping untuk mempercepat proses dan efisiensi,
DPRD masih kekurangan SDM yang kompeten dalam hal tersebut, oleh karena itu
pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui
Pansus APBD.” (Wawancara Mendalam, 27 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja
DPRD belum maksimal dalam melaksanakan fungsi anggaran disebabkan beberapa
hal yaitu pertama DPRD belum masih kekurangan tenaga teknis khususnya untuk
memberikan kritisi dan memberikan tanggapan terhadap konsistenst dan
akuntabilitas penganggaran pada RAPBD yang diajukan oleh eksekutif. Dalam hal

ini DPRD tidak berupaya menggunakan bantuan teknis yang sudah dimungkinkan

s
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dalam undang-undang. Selain itu kurang berfungsinya Panitia Anggaran dengan
langsung terlibatnya pansus dalam RAPBD juga memperlihatkan bahwa DPRD
belum menemukan pilihan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan dan
kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana
dikonsepsikan oleh Komberly dan Rotman (dalam Gibson, 1996), padahal secara
jelas Ketua DPRD menyebutkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia
yang kompeten dalam bidang pengangparan sebagaimana dikonsepsikan oleh
Yuwono (dalam Tangkilisan, 2005).

Hal im juga menyiratkan bahwa DPRD Provinsi Kepulavan Bangka
Belitung belum mampu mengenali berbagai kendala dan permasalahan yang
dihadapi untuk menyelesaikan tugasnya sebagaiman yang dikonsepsikan Bacal
(dalam Martono, 2010). Keterbatasan waktu yang tersedia dalam pembahasan
RAPBD juga menyebabkan tidak maksimalnya pembahasan anggaran di DPRD.
Tidak adanya matriks kegiatan yang standar dan terstruktur juga menunjukkan
belum adanya budaya proaktif dan inovatif dalam DPRD sebagaimana
dikonsepsikan oleh Darling dan Beebe (2007).

Selain itu salah satu tolak ukur kinerja DPRD dalam hal penganggaran
adalah adanya upaya agar pembangunan yang dijalankan memiliki keberpihakan
kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam struktur APBD yang disahkan
secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD melalui komponen belanja
langsung (belanja aparatur daerah) dan belanja tak langsung. Berdasarkan
penegasan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen (2006) bahwa
seharusnya belanja publik lebih besar dari belanja aparatur birokrasi dengan

perbandingan 60:40.
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Tabel 4.7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak
Langsung APBD Tahun Anggaran 2016 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

1 | Belanja Tak Langsung 1.311.959.122.367,45 55,71

2 | Belanja Langsung 1.042.905.799.306,42 44,29

Total Anggaran .~ | <2.354.864:921:673,87

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2017

Jika dilihat dari struktur APBD tahun 2016 pada tabel 4.7 di atas bahwa
alokasi anggaran untuk komponen belanja pegawai/belanja langsung melebthi 40
persen. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah karena APBD selain
dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat juga merupakan pertumbuhan
pendapatan daerah. Setiap tahun daerah selalu berupaya untuk meningkatkan
Pendapataﬁ Asli Daerah (PAD) yang kemudian akan dibelanjakan sesuai dengan
kebutuhan daerah. APBD merupakan kebijakan politik paling mendasar antara
DPRD dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah. Oleh sebab itu, melalui kebijakan tersebut, sudah seyogyanya para pembuat
keputusan melakukan alokasi suber daya yang memiliki keberpihakan kepada
masyarakat dan tidak menguntungkan sebagian kelompok masyarakat lainnya saja,
sesuai dengan tujuan APBD sebagai instrumen pembangunan daerah yang
dikonsepsikan oleh Djojosockarto, 2004.

Belum idealnya alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung

tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman dan minimnya sosialisasi terhadap
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konsep konsep pemerintahan yang up to date. DPRD perlu memahami secara utuh
dan jelas target-target yang tertuang dalam RJPMD, besaran angka dan maknanya
serta upaya yang perlu diakukan untuk mencapai target tersebut. DPRD sebagai
lembaga yang menyalurkan aspirasi rakyat hendaknya lebih peka terhadap
kebutuhan urgensi yang ada di masyarakat, khususnya terkait pengalokasian
anggaran yang berpihak pada masyarakat khususnya anggaran pendidikan dan
kesehatan. Hal ini menggambarkan belum adanya kultur/budaya seperti yang
dikonsepsikan oleh Effendi (dalam Harbiadi, 2009). Untuk itu perlu adanya
kesepahaman dan komitmen kuat bagi anggota DPRD yang akan melahirkan nilai-
nilai dan perilaku-perilaku yang diyakini dan dianut oleh semua anggota organisasi
agar terselenggaranya suatu pemerintahan yang amanah.

b. Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Dalam suatu organisasi khususnya organisasi pemerintah, dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi pengawasan sangat penting untuk mewujudkan clean
government. Bagi pemerintah daerah, pengawasan merupakan suatu mekanisme
peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai
dengan harapan dan tujuan. Pengawasan yang dilakukan secara efektif akan dapat
membantu agar kegiatan yang sudah direncanakan berjalan sesuai perencanaan, dan
memungkinkan dilakukannya evaluasi secara dini. Hal ini dikarenakan dengan
pelaksanaan pengawasan akan dapat diketahui lebih awal kendala dan
permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, sehingga dengan demikian akan
mempermudah dalam mencari alternatif dan solusi terhadap permasalahan.

Melalui sinergi pengawasan yang baik, kita dapat membangun good

government menuju clean government sesuai dengan cita-cita pemerintah. Dalam
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setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah telah dibuat sistem
pengawasan dan pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Salah satu lembaga
resmi pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan adalah BPK yang
berperan sebagai pemeriksa eksternal yang kedudukannya telah diatur sesuai
dengan undang-undang. Sedangkan untuk tingkat internal, lembaga yang secara
resmi melakukan pemeriksaan adalah BPKP, Inspektorat Jenderal Utama serta
Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang berkedudukan di daerah.

Keberadaan berbagai lembaga pengawasan tersebut dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkup penugasan masing-masing. BPKP
menjalankan fungsi penjaminan kualitas atas pengelolaan keuangan dan
pelaksanaan program pembangunan yang diamanatkan kepada kepala daerah.
Inspektorat menjalankan fungsi penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas
pemerintahan daeah. Dengan kompetensinya, BPKP harus berperan untuk
mengintegrasikan upaya pemeriksaan di tingkat intern pemerintah. Akan tetapi
dalam pemerintahan, pengawasan yang dilakukan ditingkat internal saja tidaklah
cukup untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih (clear government).
Oleh karena itu biasanya BPK turut berperan dalam melakukan pemeriksaan
keuangan daerah untuk lebih menjamin kualitas pemeriksaan yang telah dilakukan
secara internal, khususnya menjaga dan memastikan tidak adanya konflik
kepentingan di tingkat internal.

Tidak berbeda dengan lembaga resmi pemerintah, DPRD juga memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap jalannya peraturan daerah
yang telah disahkan, Khususnya peraturan daerah Tentang APBD. Fungsi

pengawasan DPRD adalah untuk memastikan berjalannya perundang-undangan
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yang telah disahkan serta memantau optimalisasi pelaksanaan kinerja eksekutif.
Dalam wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera sekaligus
anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menjelaskan bahwa:

“Fungsi pengawasan DPRD selain memantau kegiatan yang dilakukan
oleh eksekutif dan seluruh jajarannya agar berjalan sesuai rencana yang telah
ditetapkan, pengawasan juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi
terhadap penyimpangan yang telah dan mungkin saja terjadi. Saat akan
menjalankan fungsi pengawasan, DPRD akan melihat sejauh mana dan bagaimana
pihak eksekutif melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Apakah dalam
pencapaian tujuan tersebut telah sesuai dengan tata cara yang benar serta ingin
diketahui dalam pelaksanaanya apakah muncul permasalahan/persoalan yang
baru?” (wawancara Mendalam, 27 Maret 2017).

Dari penjelasan di atas memberikan penekanan bahwa dalam fungsi
pengawasan DPRD adalah untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan
untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dilakukan oleh
cabang-cabang eksekutif berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Aturan yang dimaksud adalah aturan standar dan nilai yang telah dibuat dan
ditetapkan oleh DPRD ataupun yang dibuat oleh DPRD bersama eksekutif,
misalnya adalah Perda APBD Provinsi yang disusun secara bersama-sama antara
DPRD dan eksekutif. Maka pada hakikatnya pengawasan DPRD adalah bertujuan
untuk membangun akuntabilitas. Di dalam sistem akuntabilitas setiap kegiatan
harus memiliki payung hukum yang jelas dan tegas. Payung hukum ini tidak
muncul dengan sendirinya, namun dibuat baik oleh DPRD secara mandiri maupun
secara bersama-sama dengan eksekutif.

DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik
harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ada. Sebagaimana dijelaskan

oleh Ketua Komisi III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa pelaksanaan
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pengawasan yang dilakukan biasanya melalui mekanisme dengar pendapat bersama

fraksi.

“DPRD biasanya menjalankan fungsi pengawasan dengan cara
mengadakan rapat-rapat dan mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi
atau pembahasan dalam siding komisi, mengadakan rapat dengar pendapat,
kunjungan kerja atau membentukan panitia khusus jika diperlukan untuk
menangani kasus tertentu.” (wawancara mendalam, 29 Maret 2017)

Namun Ketua DPRD Provinsi sendiri menjelaskan dan memberikan
pengakuan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
Provinsi belum optimal;

“DPRD memang memiliki peran dalam pengawasan terhadap anggaran,
khususnya pelaksanaan APBD serta pengawasan terhadap perda yang telah
disahkan, namun diakui pengawasan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan
banyak faktor yang juga kompleks, mulai dari kegiatan yang sangat padat, skala
prioritas yang cukup banyak dan saling bertabrakan, adanya perbedaan
persepsi/pandangan diantara sesama anggota DPRD, khususnya untuk menjaga
hubungan yang saling bersinergi dengan eksekutif. Yang saya perhatikan memang
DPRD masih pasif dalam hal imi. Hanya satu hal yang saya prioritaskan, bahwa
dalam pelaksnaan anggaran kita sangat memperhatikan laporan kinerja pemerintah
daerah. Dan jika terjadi penyimpangan maka DPRD tidak akan ikut campur karena
itu sudah masuk ke dalam ranah hukum dan menjadi wewenang pihak Yudikatif.
Itu saja. Jika ada laporan dari BPK kita biasanya mengadakan rapat bersama fraksi,
namun untuk urusan hukum biasanya kita menyerahkan secara penuh kepada yang
berwenang.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Pendapat lain disampaikan oleh Pemerhati Pembangunan, Ahmadi Sofyan
terkait fungsi pengawasan DPRD, yaitu:

“Kalau menurut pendapat saya selama ini, fungsi pengawasan khususnya
terhadap anggaran yang dilakukan oleh DPRD sangat jauh dari kata maksimal.
Coba saja kita perhatikan apakah ada evaluasi terhadap perda yang telah disahkan?
Bahkan ada satu perda kita yang dibatalkan oleh Mendagri, yaitu Perda terkait
otoritas bandara. Mengapa itu terjadi? Karena selain memang sejak awal kurangnya
pemahaman, pengawasan terhadap perda yang sudah disahkan sangat minim.
Terkait perda karet yang tahun lalu disahkan juga demikian, setelah adanya perda
tersebut, upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah? Kan tidak
ada sama sekali. Harga karet saat ini sedikit membaik bukan karena adanya perda,
namun karena memang harga karet dunia sedang naik harganya. Selain itu
penyalahgunaan anggaran dalam kasus pembangunan RSUP Provinsi dan
pengadaan alat kesehatan serta kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan
anggaran APBD Provinsi, saya melihat peran DPRD hampir tidak ada. Seharusnya
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mereka membuat tim khusus dalam menangani masalah seperti ini, khususnya
penyimpangan dana. Namun Saya perhatikan DPRD seperti tidak punya nyali untuk
memberikan teguran atau peringatan kepada eksekutif. Padahal itu adalah tugas
mereka sebagai wakil rakyat, karena APBD adalah dari uang pajak rakyat. Sudah
seharusnya mereka melakukan pengawalan yang ketat. Ada dua kemungkinan yang
bisa timbul dari sikap DPRD, yaitu karena memang masth sungkan terhadap
eksekutif, khawatir akan merusak sinergi atau memang adanya kerjasama yang baik
dibalik kasus-kasus tersebut? Ya Wallahualam, itu sudah menjadi ranah hukum,
hanya sekedar opini bedasarkan kondisi dan situasi yang ada saja” (wawancara
mendalam, 28 Maret 2017)

Berdasarkan kedua hasil wawancara tesebut terdapat kesesuaian antara
penjelasan yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan Pemerhati Pembangunan,
Bapak Ahmadi sofyan. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi
pengawasan yang ada di DPRD Provinsi belum maksimal dan masih sebatas
prosedural saja. DPRD sebagai lembaga legislatif belum dapat menunjukkan
kapasitasnya dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bahkan
mungkin dengan latar belakang partai yang sama antara eksekutif dan legislatif
(Gubernur dan Ketua DPRD berasal dari partai yang sama) memiliki
kecenderungan untuk saling menutupi atau sungkan untuk memberikan sikap yang
tegas. Latar belakang partai politik yang sama di satu sisi memang memberikan
efek positif yaitu adanya sinergitas yang baik antar kedua lembaga, namun ketika
terjadinya penyimpangan atau kegiatan yang dijalankan oleh eksekutif tidak sesuai
dengan perencanaan akan menyebabkan fungsi pengawasan tidak dapat berjalan
dengan optimal.

Kondisi ini tentunya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
pemerintah. Sebagaimana disebutkan oleh Bappenas dan UNDP terkait pentingnya

pengawasan sebagai salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik dan menjadi

pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam kasus

o
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penyimpangan anggaran yang terjadi dalam tubuh eksekutif, DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung seharusnya mampu mengambil sikap sesuai dengan
porsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Pasal 100 terkait hak DPRD untuk menindaklanjuti hasil
pemeriksaan laporan kevangan oleh BPK, dan mengesampingkan faktor lain yang
dapat mempengaruhi sikap DPRD.

Selain itu ketidaktegasan sikap DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ini juga tidak sesuai dengan pendapat Syamsudin (dalam Harsono, 1998)
vang menyebutkan bahwa pengawasan sebapai salah satu upaya untuk
mendapatkan hasil sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan, serta
pengawasan sebagai alat rekomendasi dalam melakukan evaluasi. Penyimpangan
anggaran oleh eksekutif secara nyata menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara
perencanaan dengan realisasi yang ada dan secara tidak langsung menyiratkan
bahwa peran DPRD dalam melaksanakan pengawasan masih belum optimal. DPRD
hanya mampu melaksanakan rapat dengar pendapat, namun belum dapat
melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ada sesuai dengan temuan dan
laporan dari BPK. Padahal undang-undang memberikan ruang yang sangat
memungkinkan bagi DPRD untuk me}akukan hal tersebut.

Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
DPRD selain hanya bersifat prosedural, juga belum mampu menempatkan dirinya
sebagai lembaga yang akan memberikan sistem peringatan dini yang mampu
memberikan tanda bahaya ketika terjadi penyimpangan atau ancaman terhadap
pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Erawan dan

Yasadhana (2004).
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Selain itu fungsi pengawasan terhadap anggaran yang dilakukan oleh
DPRD juga dapat terlihat dari besaran alokasi belanja langsung dan tidak langsung
yang ada dalam APBD serta besaran realisasi pendapatan dan belanja yang ada
dalam laporan pertanggung jawaban Gubernur. Jika dilihat dan Tabel 4.8 berikut
dapat dilihat bahwa kebijakan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016, sudah dapat
diimplemantasikan dengan cukup baik. Terlihat dari target pendapatan sebesar Rp
2.017.171.126.824,26 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.948.889.080.285,83
atau sebesar 96,61%. Di dalam KUA APBD target pendapatan tahun 2016 sebesar
Rp. 1.876.304.479.541,42. Walaupun realisasi APBD lebih kecil dari target dalam
APBD, tetapi sudah melebihi target yang tercantum dalam KUA APBD. Namun
demikian yang harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah adalah besaran
komponen belanja langsung dan tidak langsung yang melebihi ketentuan yaitu
60:40 persen. Jika dilihat dari penyerapan anggarannya, penyerapan anggaran pada
komponen belanja langsung hanya sebesar 83,81%. Tentunya hal ini menunjukkan
bahwa kurang matangnya perencanaan daerah terkait pembelanjaan pegawai.
Padahal alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain yang

lebih mendesak.
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Tabel 4.8 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
r % .Anggaran B
No e e e
o 5:APBD;: *  Realisasi e
: ; _1'_ -:'ll’-:- :?‘_,;.' [ '_;,_ ,: L : e B L peny‘erapan
() msT "::(?2):"_~"‘:'- S @) T s - (4) e )
; | Pendapatan Asli Daerah | 5¢; 397 010 82426 | 573.884.800.502,83 | 98,71
(PAD)
2 | Dana Perimbangan 1.430.773.316.000,00 | 1.375.004.279.783,00 96,10
3 Pendapatan Lain Yang 5.000.000.000,00 i
Sah - . _ -
-4 | Total Anggaray’ 017.171106:824,36.|.1.948.889.080.285,83 |- 96,617
5 | Belanja Langsung 1.042.905.799.306,42 | 874.014.248.133,85 83,81
6 | Belanja Tidak Langsung | 1.311.959.122.367,45 | 1.210.032.966.973,87 92,23

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2017

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan

fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh DPRD

Provinsi Kepulanan Bangka Belitung masih belum maksimal dan juga sebatas

prosedural saja. Hal ini terlihat dari tata cara DPRD dalam melakukan fungsi

pengawasan anggaran yang hanya menyesuaikan dengan aturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah saja, namun belum menyentuh kepada substansi yang

lebih dalam. Dalam upaya memperjuangkan aspirasi rakyat seharusnya DPRD

dapat melakukan negosiasi terhadap alokasi anggaran belanja langsung pegawai

agar tidak lebih dari 40% sesuai ketentuan yang disarankan oleh pemerintah,
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Tabel 4.9 Target APBD Provinsi dalam KUA APBD, 2016
14 Fendapatan ashidasrzh RBINITZEI S 485,785 504.873,15 563.108.840.861,42 558.971.218.953.00 567.635.343.541,42
111 Pajek dassh 306520 210120 4746219503228 500,262 616 895,88 500.844.014.371 82 500.844.033687.11
112 Relibusi daersh 3£20.01655 H 5.327.340.928,00 9.357.405.765,00 8445 070,265.00 9.061.667.223.45
112 gasi ;;?ueldaan kekayaan dzeszh yang 1.183.085.574,73 539025231287 1205926 846,39 7.500.000.000,00 T.500.000.000,00
pisehkan
114 La;rll-!ah pendzpaten ack daetsh yang 30.964.043522.40 7 B8 11259090 43282.891.354 15 $H1.34131.72 50.278 846 63026
5a
12 Danapeimbangzn 621.499,986.517,00 §07.335.915.596,00 1.025.142.797.535,00 1.174.487.500.000,00 1.124.042.730.000,00
121 Danabaghast pajakBagihasibukan  162.296.531517,00 146.525.221.596,00 174.950.764.585,00 226.155.287.000,00 226.155.287.000,00
pajsk
122 Dana aloicasi umym 634.087.815.000,00 T47.140.118.000,00 806.820.146.000,00 897 .887.443 000,00 407 887.443.600,00
123 Dena sleka husus 25.135,650.000,00 44.170.570.000,00 43.312.460.000,00 55.444.770.000,00
13 Leindzinpendapatan daerzhyangsah  125.063.861.161,00 125.437.871.812,00 131.522.785.000,00 179,626.400.000,00 184.626.400.000,00
131 Hbah - .
132 Dena danural . .
133 Bag hasd pajek et provinsi dan dari 125.358.560,600.00 131.522.785.000.00
pemerintzh daersh inya
134 Dana Penyesuaizn dan Otonocni Khusus 179.626.400:000,60 179626.400.000.00
135 Bentuzn Kevangan dar provinsl .
pemerintah daezzh kainya™)
136 Pendepatan Lainrya 125.063.851.161,00 12031181200 5,000.000.000,00
Jumiah Pendapatan Dasrah {11 +1,41,3) 1.384.977.385.335,64 1.523.410.252.261 15 1.19.774.423 456,42 1.18.809.090.953,54 .576.304.479.641,42

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi, 2017

Belum optimalnya kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan dapat

disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap sikap dan pola

yang diterapkan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain belum

adanya agenda yang tersusun secara sistemik terkait pelaksanaan fungsi

pengawasan serta cara dan model pengawasan yang kurang efektif, salah satu hal

yang mungkin sangat berpengaruh terhadap sikap DPRD dalam menjalankan fungsi

pengawasan adalah adanya kesamaan latar belakang partai antara eksekutif dan

legislatif yang dapat menyebabkan DPRD belum mampu bersikap netral dan

independen.
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c. Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Fungsi ketiga dari kinerja DPRD adalah fungsi legislasi. Pelaksanaan
fungsi legislasi oleh DPRD mencerminkan tingkat keotonomian suatu daerah.
Produk dari legislasi adalah peraturan daerah dan peraturan tata tertib internal
DPRD. Peraturan daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan kinerja DPRD didalam menjalankan fungsi legislasi. Selain itu fungsi
legislasi memiliki makna yang penting dalam menentukan arah pembangunan
daerah, sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi
perangkat daerah, Dalam konteks inilah daerah memerlukan adanya Perda yang
aspiratif dan responsif. Perda yang dihasilkan oleh pemerintah bekerja sama dengan
DPRD seyogyanya dapat memberikan keuntungan serta perlindungan kepada
masyarakat. Melalui Perda, DPRD membuat suatu peraturan yang memiliki
keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Selain sebagai bukti pelaksanaan otonomi daerah, Perda saat ini
merupakan salah satu tolak ukur yang penting yang menggambarkan kinerja DPRD.
Hal ini sesuai dengan konsep yang tercantum dalam pengukuran Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI), dimana jumlah perda inisiatif yang dihasilkan suatu daerah
menjadi salah satu indikator penentu kinerja lembaga legislatif. Ketua DPRD
Provinsi dan Kasubbag Bagian Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam wawancara mendalam mengatakan bahwa pada
Tahun 2016 tedapat 6 (enam) perda inisiatif dari total 19 Perda yang dihasilkan
pada Tahun 2016. Berarti sebesar 31,6 persen Perda dihasilkan oleh DPRD. Jika
dibandingkan dengan Tahun 2014 dan 2015, terlihat adanya peningkatan kinerja

DPRD dibidang legislasi, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak ada satupun
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perda yang dihasilkan yang berasal dari inisiatif DPRD, sedangkan pada Tahun
2015 DPRD Provinsi berhasil mengeluarkan 3 buah perda inisiatif.

Tabel 4.10 Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD tahun 2014-2016

2

Total Perda
0
8

2 2015 3 17 17,6

3 2016 6 19 31,6

Sumber; Biro Hukum Provinsi, 2017

Tabel 4.11 Peraturan Daerah yang Dihasilkan oleh DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2016

inisiatif” .}
)
1 | 08 Tahun 2015/06 Desem Komisi I | Pemerintah Provinsi Kepulauvan
Seri E 2015 Tentang ber DPRD Bangka Belitung berkewajiban
Pelayanan Publik 2015 dalam melayani setiap penduduk

dalam memenuhi hak dan
kebutuhan dasarnya sebagaimana
harapan dan tuntutan seluruh
masyarakat, oleh krena itu
pemerintah daerah bertanggung
jawab atas terselenggaranya
pelayanan publik yang baik serta
untuk memberikan perlindungan
bagi setiap penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di
dalam penyelenggaraan pelayanan
publik melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku




43012.pdf
101

01 Tahun 2015/01 Desem KomisiI | Pemerintah Provinsi Kepulauan

Seri E 2015 Tentang ber DPRD Bangka Belitung berkewajiban

Penyelenggaraan 2015 memberikan perlindungan hukum

Bantuan Hukum Bagi kepada masyarakat dan untuk

Masyarakat Miskin mendapatkan kepastian hukum
serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah memfasilitasi
pemberian bantuan hukum bagi
masyarakat miskin melalui
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

12 Tahun 2015/09 Desem | Komisi llI | Adanya kebutuhan ruang udara

Seri E 2015 Tentang ber yang memadai bagi pesawat udara

Pengendalian 2015 guna menjamnin keselamatan

Kawasan Keselamatan penerbangan optmal dan dapat

Operasi Penerbangan dipertanggungjawabkan serta

dan Batas Kawasan melindungi pengguna jasa

Kebisingan Bandar transportasi udara maupun

Udara Depati Amir masyarakat disekitar bandar udara.

Pangkalpinang Oleh karena itu pemerintah perlu

- | melaksanakan pengendalian

terhadap tumbuhan, pendirian
bangunan dan berbagai kegiatan
yang menggunakan ruang udara
dan wilayah sekitar bandara agar
dapat menjamin keselamatan
penerbangan dan aktivitas
masyarakat di wilayah tersebut.

03 Tahun 2016 28 Komisi I | Pembentukan, pendirian dan

Tentang Pembentukan | Januari DPRD kedudukan Lembapa Penyiaran

Lembaga Penyiaran 2016 Publik Lokal Info Radio Provinsi

Publik Lokal Info Kepulauvan Bangka Belitung

Radio Provinsi

Kepulavan Bangka

Belitung

Nomor 4 Tahun 2016 | 31 Mei | Komisi I | Tentang pembangunan

Tentang Rencana 2016 DPRD kepariwisataan Bangka Belitung

Induk Pembangunan
Kepariwisataan
Provinsi Kepulaunan
Bangka Belitung
Tahun 2016-2025

meliputi Pembangunan terkait
destinasi, industri,pemasaran,
kelembagaan serta pembinaan,
pengawasan dan pembiayaan
kepariwisataan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
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Nomor 7 Tahun 2016 28 Komisi IV | Tentang pengelolaan dan

Tentang Pengelolaan | Januari DPRD penyelenggaraan pendidikan

dan Penyelenggaraan 2016 meliputi perencanaan dan

Pendidikan partisipasi pendidikan, budaya dan
karakteristik pendidikan, kurikulul
muatan lokal dan ekstrakurikuler,
sarana dan prasarana pendidikan
serta pembinaan, pengawasan dan
pembiayaan pendidikan.

Nomor 8 Tahun 2016 | 18 Juli | Komisi IV | Tentang Pemenuhan hak dasar

Tentang 2016 DPRD anak, pembentukan Forum Anak

Penyelenggaraan Daerah, Kabupaten/Kota Layak

Perlindungan Anak Anak, Kelembagaan
Penyelenggaraan Perlindungan
anak, kewajiban, tanggung jawab
orang tua dan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 14 Tahun 2016 | 29- Komist IT | Tentang pengelolaan dan

Tentang Pelestarian Nov-16 DPRD pelestarian cagar budaya di

dan Pengelolaan Kepulauan Bangka Belitung serta

Cagar Budaya perubahan materi muatan ketentuan

Provinsi Kepulauan pasal 3 ayat (1) diubah dan

Bangka Belitung ditambahkan satu huruf yakni h,
ayat (2) dan ayat (4) diubah serta
ayat (3) dihapus dan Tentang
penyertaan modal tahun 2017.

Nomor 18 Tahun 2016 | 29- Komisi I | Tentang pengelolaan dan

Tentang Nov-16 DPRD pelestarian cagar budaya di

Penyelenggaraan Kepulauan Bangka Belitung serta

Jaminan Pangan aman
dan Halal di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

perubahan materi muatan ketentuan
pasal 3 ayat (1) diubah dan
ditambahkan satu huruf yakni h,
ayat (2) dan ayat (4) diubah serta
ayat (3) dihapus dan Tentang
penyertaan modal tahun 2017.

Walaupun terdapat peningkatan jumlah perda yang dihasilkan dari Tahun

2014-2016, secara keseluruhan jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD masih
tergolong sedikit. Seharusnya dengan peran yang sama dengan eksekutif, DPRD

mampu menghasilkan Perda yang jauh lebih banyak, paling tidak berimbang, Hal
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ini dikarenakan Perda merupakan salah satu wujud upaya DPRD dalam
menyalurkan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan, hal ini
sesual dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuan
dibentuknya Perda inisiatif adalah untuk melihat seberapa besar respon DPRD
dalam menyikapi berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD. Sebagai
wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan seyogyanya DPRD peka terhadap
berbagai kebutuhan masyarakat.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD dan Kasubbag Hukum
dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kepulavan Bangka Belitung
menjelaskan bahwa kendala yang ditemui oleh DPRD dalam penyusunan Perda
adalah ketidaktersediaan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut. Sehingga
dalam pembuatan Perda, hingga saat ini DPRD masih menggunakan pihak ketiga
atau konsultan dalam penyusunan Naskah Akademis (NA) Raperda yang akan
dibuat. Dengan menggunakan pihak ke tiga berarti DPRD membutuhkan anggaran
dalam penyusunan Perda Inisiatif. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk
penyusunan Perda cukup terbatas. Berikut cuplikan wawancara dengan Ketua
DPRD dan Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung:

“Sebetulnya dalam pembuatan Perda kita sudah berupaya untuk maksimal,
selama ini kita menggunakan tenaga ahli dalam penyusunan Naskah Akademis
(NA) Raperda yang akan disusun. Tentunya ini membutuhkan anggaran sendiri,
kendalanya memang kita belum memiliki SDM yang kompeten dalam penyusunan
Perda. Itu menjadi PR bagi DPRD hingga saat ini. Oleh karena itu yang bisa kita
lakukan saat ini adalah bagaimana agar Perda yang dihasilkan memiliki kualitas
dan memiliki urgensi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Artinya adalah
memang jumlah perda inisiatif yang dihasilkan tidak begitu banyak namun

berkualitas dari sisi konten dan urgensinya.” (wawancara mendalam dengan Ketua
DPRD Provinsi, 27 Maret 2017).
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Sementara itu Kasubbag Bagian Hukum dan Perundang-undangan
mengatakan bahwa:

“Saat ini kendala dalam penyusunan Perda inisiatif adalah kita tidak punya
SDM yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga harus bekerja sama dengan pihak
lain dalam menyusun Perda, yaitu Naskah Akademis (NA). Ini membutuhkan biaya
yang cukup besar, sehingga semakin banyak perda yang dibuat, maka anggaran
akan semakin membengkak untuk menyusun Perda. Jadi kita lebih kepada skala
prioritas saja. Mana yang lebih tinggi urgensinya, itu yang didahulukan.”
(Wawancara Mendalam, 27 Maret 2017).

Pelaksanaan legislasi daerah merupakan tugas dan wewenang serta salah
satu fungsi penting dari DPRD yang rutin dilakukan menyangkut produk hukum
yang dihasilkan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Perda merupakan salah
satu dasar bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan, oleh karenanya
keberadaan Perda sangat penting bagi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang
diungkapkan oleh Heryawan, 2009 yang menyebutkan bahwa Perda merupakan
salah satu pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Namun saat ini salah satu kendala yang dihadapi oleh DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah belum adanya alat kelengkapan khusus yang
membidangi legislasi daerah. Untuk keperluan pembahasan Rancangan Perda
DPRD hanya membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas untuk membahas
tiap-tiap Raperda dan kajian untuk keputusan DPRD. Berdasarkan penjelasan
tersebut jelas terlihat kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan
fungsi Legislasi, yaitu ketidaktersediaan sumberdaya manusia yang kompeten
dalam bidaﬁg legislasi dan tidak adanya alat kelengkapan khusus yang menangani
bidang legislasi.

Selain jumlah perda yang dihasilkan, kualitas Peraturan Daerah yang

dihasilkan juga menjadi tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsi
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legislasi. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Hukum dan Perundang-
undangan DPRD Provinsi, Sekretaris Umum Partai PKS serta Pemerhati
Pembangunan Provinsi menyatakan beberapa hal terkait kualitas Perda yang
dihasilkan, yaitu:

Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Provinsi mengatakan
bahwa:
“Kurangnya SDM dalam bidang legislasi menyebabkan kita menggunakan
konsultan atau pihak ketiga dalam menyusun Naskah Akademis Raperda,
permasalahannya adalah, kita sendiri tidak cukup puas dengan hasil yang dibuat
oleh pihak ketiga. Menurut saya Perda yang dihasilkan hanyalah cuplikan dari
peraturan yang lebih tinggi saja, bukan turunannya. Padahal substansi.terbentuknya
Perda adalah untuk menerangkan atau memperjelas sebuah aturan yang sudah ada
namun belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang lebih tinggi. penjelasan
dan rincian tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan daerah masing-
masing. Jika Perda tersebut hanya berupa cuplikan dari aturan yang sudah ada
sebelumnya, untuk apa kita membuat Perda, hanya menghabiskan dana saja. Dan
yang terjadi saat ini ya seperti itu. Kita agak susah ya menggambarkannya, tapi
secara garis besar itu adalah kendala yang kita hadapi. Nah mengapa hal ini terus
terjadi? Karena anggota dewan yang ada tidak memiliki pengetahuan yang
memadai terkait ini. Sehingga rancangan yang disusun oleh pihak ketiga diterima-
terima saja, tanpa melalui proses yang lebih lanjut. Pembahasan yang dilakukan
oleh pansus terbilang kurang efektif karena sebagian besar tidak membahas
substansi Perda secara mendalam.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017).

Sedangkan Pemerhati Pembangunan Provinsi, Ahmadi Sofyan
mengatakan bahwa:

“Dari pengamatan Saya terhadap Perda yang dihasilkan oleh DPRD
selama ini adalah sangat kurang urgensinya terhadap kepentingan masyarakat.
Memang tidak semua Perda, ada beberapa Perda yang memang sesuai urgensinya
dengan kebutuhan masyarakat, seperti Perda terkait pembangunan Pariwisata,
Perda Subsidi Karet. Namun menurut Saya, Perda-Perda yang ada tersebut tidak
cukup menggigit, hal ini karena keberadaan Perda tersebut temyata tidak cukup
membantu rakyat. Hanya sekedar Perda saja. ini juga karena DPRD kurang
melibatkan aspirasi dari bawah, masyakarat kurang diajak berdiskusi. Hingga saat
ini saya belum melihat peran Perda Karet yang dibuat oleh DPRD, padahal harga
karet kita kemarin sempat jatuh dan anjlok harganya. Para petani menjerit-jerit
karena harga kebutuhan pokok semakin mahal sementara hasil tani mereka semakin
tidak berharga. Dan Saya tidak melibat adanya upaya pemerintah menangani
masalah ini, khususnya solusi yang dari Perda ya. Jadi menurut Saya Perda yang
ada ya kurang bermanfaat, padahal dalam penyusunannya sudah menggunakan
anggaran rakyat. Jika saat ini harga karet naik dari Rp.4.000 menjadi Rp. 7.000, itu
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karena harga karet dunia memang sedang naik, bukan karena adanya campur tangan
pemerintah, apalagi dari Perda.” (wawancara mendalam, 28 Maret 2017)

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Umum Partai PKS, Rio
Setiady. Sebagai perwakilan partai yang bersifat netral beliau mengatakan bahwa:

“Yang Saya perhatikan adalah kendala utama dalam menyusun Perda
memang kita kekurangan SDM yang mumpuni dalam hal tersebut. Penggunaan
konsultan sebagai teknisi ahli memang sudah dilakukan, tapi ya menurut saya masih
banyak kekurangan. Tapi terlepas dari itu semua saya rasa DPRD sudah cukup
berusaha. Memang belum maksimal, itu menjadi PR bagi DPRD untuk terus
meningkatkan kualitas kinerjanya. Selain itu menurut Saya penting bagi DPRD
memberikan ruang khusus kepada masyarakat agat dapat menyampaikan
aspirasinya dengan lebih mudah, misalnya dengan memanfaatkan media sosial,
sehingga forum dapat dilakukan tanpa harus tatap muka. Dengan demikian
diharapkan komunikasi dengan masyarakat dapat lebih baik sehingga penyerapan
aspirasi dari bawah menjadi lebih maksimal.” (wawancara mendalam, 27 Maret
2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara
umum kinerja DPRD dalam bidang legislasi belum optimal, hal ini dikarenakan
beberapa hal, antara lain adalah masih rendahnya jumlah Perda inisiatif yang
dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang antara lain
disebabkan karena ketidaktersediaannya tenaga ahli atau sumber daya manusia
yang kompeten untuk membidangi legislasi, belum adanya alat kelengkapan khusus
dalam DPRD yang khusus membidangi masalah legislasi, pembahasan terhadap
Raperda hanya dengan membentuk panitia khusus untuk setiap Raperda. Hal ini
juga didukung oleh kurangnya pemahaman yang memadai dalam hal legislasi,
sehingga pembentukan pansus dan pembahasan Raperda hanya sekedar prosedural
saja. Padahal menurut Wibowo (dalam Martono, 2010) menyebutkan bahwa

kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat

berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi.
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Dilihat dari sisi kualitas Perda yang dihasilkan, Perda inisiatif DPRD
belum banyak memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan isi dan substansi Perda
yang ada belum mampu memberikan perlindungan dan keberpihakan yang nyata
terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh
Noordiansyah (2009) yang menyatakan bahwa secara substantif Perda yang
dihasilkan oleh DPRD seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keotonomian
suatu daerah, yaitu Perda yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat .
Hal ini pula yang mendasari fungsi legislasi DPRD menjadi sangat penting dan
merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pemerintahan secara desentralisasi.

Selain itu belum optimalnya peran DPRD dalam legislasi dapat pula
dikarenakan DPRD belum maksimal dalam memberikan ruang kepada masyarakat
untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam proses pembuatan serta
penentuan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, pasal 53 yang menyatakan bahwa,” Masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupaun pembahasan
rancangan undang-undang dan rancangan Peraturan Daerah. Hal ini juga ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa,
“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
penyiapan atau pembahasan Rancangan Perda.”

Konsekuensi lain dari lemahnya peran DPRD dalam melaksanakan fungsi

legislasi adalah belum berperannya Perda sebagai alat transformasi sosial dan




43012.pdf
108

demokratisasi sebagaimana dikonsepsikan oleh Kartiwa (2009). Kartiwa
menyatakan bahwa secara ideal Perda merupakan manifestasi kebijakan pemerintah
daerah dalam menjalankan prose pembangunan di daerah. Kinerja DPRD dapat
diukur dari Perda yang dihasilkan dan dampak yang diberikan terhadap kehidupan
dan kesejahteraan masyarakat. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman
yuridis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembangunan di daerah

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Kepulanan

Bangka Belitung

Dalam penelitian ini pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi
kineja lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibagi menjadi tiga
kelompok yaitu:

a. Sumber Daya Manusia
b. Struktur dan Budaya Organisasi
¢. Faktor Lingkungan
a. Faktor karakteristik sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia yang dimaksdukan dalam penelitian ini adalah
anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan konseptual yang
dijabarkan dalam Bab II sebelumnya, sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam
suatu organisasi perlu memiliki keterampilan teknis dan manajerial, kedisplinan
dan komitmen terhadap tugas.

Menurut Spencer dan Spencer (dalam Senen, 2007) ketrampilan yaitu

kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau mental. Ketrampilan
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sumberdaya manusia tercermin secara makro dari pendidikan formal, pendidikan
kejuruan/teknis dan pelatihan on the job yang diperolehnya (Afiff, 1993). Diantara
ketiga indikator tersebut, yang terpenting adalah pendidikan formal (Alam, 1993).
Sehubungan dengan pentingnya ketrampilan, Susanto (2007) mengatakan bahwa
dalam lingkup yang kompetitif, organisasi sangat dituntut untuk merangsang
sumber daya manusia agar learning by doing dalam sebuah semangat yang
termaktub dalam learning organization.

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, anggota DPRD} Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terbilang sudah cukup baik. Dari 45 anggota DPRD
sebanyak 11 orang berpendidikan S2, 22 orang berpendidikan S1, 3 orang
berpendidikan D3 dan 9 orang berpendidikan SMA. Tingkat pendidikan anggota
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Tingkat Pendidikan dan Asal Partai Politik Anggota DPRD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

.-'Nof | : gkatPendldlkan h ‘. . Jumlah

o e i sMal Dy | st | s

) R R Y ORI ® | O
1 PDIP 2 - 6 2 10
2 | Partai Golkar 1 - 4 2 7
3 |PPP - 1 4 1 6
4 Gerindra 2 1 1 l 5
5 PKS - 1 2 1 4
6 | Partai Demokrat 1 - 1 1 3
7 | PAN 2 - 1 - 3
§ |PKB 1 - 1 - 2
9 Partai Nasdem - - 1 1 2
10 | Partai Hanura - - 1 1 2
11 | PBB - - 1 1
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Dilihat dari sisi pelatihan teknis, sebagian besar anggota DPRD belum
pernah mengikuti pelatihan teknis karena latar belakang anggota DPRD
sebelumnya adalah wirasawasta/pengusaha. Ketrampilan yang diperoleh rata-rata
adalah karena pengalaman yang cukup panjang di bidang politik. Tentunya hal ini
berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam semua bidang. Sebagaimana dijelaskan
oleh Ketua DPRD Provinsi, Didit Sri Gusjaya sebagai berikut:

“Kalau dari sisi pendidikan, anggota DPRD Provinsi saya rasa sudah
sangat baik, banyak anggota DPRD yang bahkan telah berpedidikan S2, dan
sebagian kecil saja yang lulusan SMU. Namun untuk pelatihan dan kemampuan
teknis dalam tugas dewan, memang didapat setelah menjadi anggota dewan. Karena
tugas di partai dan menjadi anggota dewan itu sangat jauh berbeda. Tapi prinsip
kami adalah learning by doing. Asal mau belajar dan komitmen dengan tugas saya
rasa kan bisa. Apalagi anggota dewan selalu melakukan sfudy banding ke daerah
lain. Itu akan mempengaruhi cara berpikir dan mereka banyak belajar dari
keberhasilan daerah lain, untuk diterapkan ke daerah kita. Namun memang ada hal-
hal tertentu yang memang tidak dapat kita pelajari begitu saja, misalnya
kemampuan teknis dalam penyusunan Perda dll, beberapa hal memang kita
membutuhkan bantuan tenaga luar. Demikian juga latar belakang partai, Saya rasa
semua partai baik dan memiliki visi misi yang bagus, jadi anggota dewan berasal
dari partai mana saya rasa tidak berpengaruh pada kinerjanya sebagai anggota
dewan, namun kalau pengalaman di partai politik memang memberikan pengaruh
signifikan terhadap cara anggota dewan bekerja. Semakin banyak pengalaman di
partai politik biasanya anggota dewan lebih luwe dalam bekerja, terutama
berkomunikasi dengan masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana komitmen
anggota dewan dalam menjalankan tugas? Karena menurut saya tingkat pendidikan
tidak sepenuhnya mempengaruhi cara kerja anggota dewan. Itu kembali kepada
masing-masing individu. Banyak anggota DPRD yang ada di Provinsi walaupun
sudah sarjana namun kinerjanya biasa-biasa saja. Bahkan berdasarkan evaluasi
saya, justru yang berpendidikan SMA memiliki komitmen yang tinggi terhadap
pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Jadi menurut Saya, pendidikan memang
penting tetapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota
DPRD Provinsi.” (wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Hal ini juga ditegaskan oleh Sekretaris Umum Partai PKS, Rio Setiady:

“Pendidikan tentunya sangat penting, karena tingkat pendidikan akan
mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap. Untuk mengemban tugas
sebagai anggota dewan sebaiknya memang didukung oleh tingkat pendidikan yang
memadai, minimal setara SMU. Saya rasa di DPRD Provinsi sudah memenuhi hal
tersebut. Demikian pula dengan latar belakang partai politik, saya rasa mungkin
bukan latara belakang partainya apa, namun lebih kepada pengalaman dan jam
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terbang di kepartaian yang mempengaruhi kinerja anggota dewan. Karena dengan
pengalaman yang tinggi maka biasanya lebih memudahkan anggota dewa dalam
bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Untuk pelatihan teknis, memang
biasanya baru didapat setelah menjadi anggota dewan, karena perbedaan yang
sangat jauh antara tugas partai dengan tugas sebagai anggota dewan. Sehingga
menurut saya setiap anggota dewan membutuhkan effort dan komitmen yang tinggi
untuk belajar bagaimana agar tugas sebagai anggota dewan dapat dilaksanakan
dengan baik. Semakin cepat belajar menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi
terhadap komitmen menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.” (wawancara
mendalam, 27 Maret 2017)

Jika dilihat dari sisi kedisiplinan, kedisiplinan adalah piranti kapasitas
sumber daya manusia, hal ini sangat menentukan hasil kerja seseorang atau
organisasi, termasuk kinerja anggota dewan. Ketua DPRD Provinsi menjelaskan
bahwa:

“Kalau tingkat kedisiplinan saya akui memang sebagian besar anggota
dewan masih belum disiplin, khususnya saat menghadiri rapat. Saya sudah
berupaya dengan mencoba merangkul Badan Kehormatan (BK), agar sikap para
anggota dewan dapat ditegur oleh BK. Karena sebagai Ketua DPRD saya berupaya
bertindak sesuai jalur yang ada, tidak langsung menegur, tapi menggunakan
kewenangan BK. Memang dari kedisiplinan, anggota dewan masih kurang, tapi
tidak semuanya, sebagian seperti itu. ini juga terkait dengan komitmen kerja ya,
kalau tidak disiplin pada akhirnya dapat kita lihat yang bersangkuta kurang
berkomitmen terhadap tugasnya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mau melakukan
tugas dengan baik, rapat untuk pembahasan saja sudah sering mangkir.”
(wawancara mendalam, 27 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara kepada dua narasumber tersebut dapat
disimpulkan bahwa keduanya memberikan penjelasan yang senada, yaitu bahwa
pelatihan dan ketrampilan teknis anggota dewan diperoleh setelah menjadi anggota
DPRD, sehingga dapat dimaklumi dalam pelaksanaan tugas khususnya di bidang
penganggaran dan legislasi, DPRD masih belum optimal, karena kedua bidang
tersebut memerlukan ketrampilan teknis tertentu, sehingga anggota DPRD dituntut

untuk banyak mengupdate diri dan belajar untuk meningkatkan kapasitasnya

sebagai anggota dewan. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, anggota DPRD
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Provinsi Kepulanan Bangka Belitung telah memiliki tingkat pendidikan yang sudah
sangat baik, namun ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap
kinerja anggota DPRD.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ketua DPRD, bahwa kinerja anggota
DPRD lebih dipengaruhi oleh faktor individu dan karakter masing-masing anggota
dewan. Sebagaimana diungkapkan oleh Wibowo (2007) yang menyatakan bahwa
rendahnya tingkat pendidikan formal dan kurangnya pelatihan teknis akan
menyulitkan anggota DPRD untuk tampil sebagai high performer yang
menunjukkan prestasi tinggi, membangun kredibilitas, menganalisis kebutuhan dan
meformulasikan solusi yang tepat. Dalam hal ini, pendidikan anggota DPRD DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja anggota DPRD, namun pelatihan teknis dan ketrampilan yang
dimiliki anggota dewan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja anggota DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dilihat dari tingkat kedisiplinan dan komitmen kerja, sebagian anggota
DPRD DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum disiplin dan
belum memiliki komitmen kerja yang baik. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi
proses, hasil maupun kualitas kinerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Masih adanya sebagian anggota dewan yang mangkir dalam rapat dan
sidang pembahasan secara tepat waktu menunjukkan kurangnya tingkat
kedisiplinan serta masih rendahnya komitmen anggota DPRD dalam menjalankan
tugas. Selan berpengaruh pada kinerja DPRD secara keseluruhan, rendahnya
komitmen juga akan menyebabkan sulitnya anggota DPRD meningkatkan

kapasitasnya sebagai anggota dewan. Fakta Tentang kelemahan-kelemahan
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anggota DPRD ini tentunya menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan teori
yang dikemukakan oleh Dwidjowijoto (2003) yang mengkonsepsikan bahwa
kapasitas sumber daya manusia sangat didukung oleh tingginya tingkat
kedisiplinan. Sedangkan Muchinsky mengkonsepsikan bahwa sumber keberhasilan
organisasi bergantung kepada komitmen anggota organisasi. Hal senada juga
diungkapkan oleh Bateman dan Stresser (Kurniasari, 2004), serta Liem (2001) yang
mengemukakan bahwa tingginya pengaruh komitmen terhadap keberhasilan
organisasi. Kondisi ini secara tidak langsung dapat menjadi penyebab belum
optimalnya hasil kerja anggota DPRD yang dilihat dari pelaksanaan fungsi

anggaran, fungsi pengawasan maupun fungsi legislasi.

b. Faktor struktur dan karakteristik organisasi
Faktor karakteristik organisasi yang diamati dalam peelitian ini mencakup
aspek-aspek sturuktural dan kultural. Struktur merujuk pada kerangka penataan
sumberdaya organisasi, sedangkan kultur merujuk pada artifak, nilai dan asumsi
konseptual yang ada di dalam organisasi dan yang dipahami oleh anggotanya.
Aspek struktural pertama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD
Provinsi Kepulavan Bangka Belitung adalah alat kelengkapan DPRD. Alat
Kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
1. Pimpinan
2. Panitia Musyawarah
3. Komisi

4, Badan Kehormatan

w

Panitia Anggaran (Panggar)
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6. Panitia Khusus (Pansus)

Secara ideal, panitia anggaran berfungsi untuk menangani tugas
pembahasan RAPBD yang diajukan oleh eksekutif. Namun faktanya panitia
anggaran seringkali tidak berfungsi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
wawancara dengan Ketua DPRD menyebutkan bahwa:

“Dalam struktur organissi dan Alat Kelengkapan DPRD memang ada,
secara ex-officio Ketua Panitia Anggaran adalah Ketua DPRD. Namun biasnya
pembahasan atas RAPBD biasanya langsung dibawa ke dalam Pansus.”(wawancara
mendalam, 27 Maret 2017)

Fakta lain terkait struktur organisasi DPRD Provinsi Kepulavan Bangka
Belitung adalah belum memiliki panitia legislasi. Padahal satu dari tiga fungsi
pokok DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi. Sesuai dengan ketentuan yang
ada, DPRD membentuk badan legislasi daerah yang khusus menangani
pembentukan Perda. Diharapkan dengan adanya badan khusus yang menangani
Perda akan membuat badan legislasi menjadi fokus dan professional dalam
menyusun Perda mulai dari menampung aspirasi masyarakat, merangkul
masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan Perda,
pembahasan secara rinci bersama pihak ke tiga dalam rapat pembahasan dan lain
sebagainya.

Kondisi yang terjadi di lapangan adalah secara stuktur organisasi terdapat
badan legislasi, namun dalam pelaksanannya ketika akan menyusun sebuah
peraturan daerah selalu dibentuk Panitia Khusus untuk menangani Perda (ersebut.
Hal ini membuat tim Pansus tidak ada yang profesional dalam bidang ini, karena
tim Pansus selalu berubah-ubah anggotanya yang merupakan usulan dari fraksi-
fraksi. Keadaan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas Perda yang

dihasilkan oleh DPRD dan tidak sejalan dengan pendapat yang dikonsepsikan oleh
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Hardjito (dalam Martono, 2010) yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi
dalam mencapai tujuan salah satunya adalah dikarenakan faktor spesialisasi dalam
komponen organisasi.

Berikut penjelasan dari Kasubbag Bagian Hukum dan Perundang-
undangan DPRD Provinsi:

“Secara struktur DPRD memiliki Banggar, namun biasanya dalam
pembahasan RAPBD kita bentuk Pansus. Ini juga sama halnya dengan
pembentukan Perda, ketika akan menyusun Perda, maka akan dibentuk Pansus
khusus Perda tersebut. Hal ini dilakukan agar adanya pemerataan pekerjaan dan
agar seluruh anggota dewan memiliki pengetahuan dalam setiap bidang. Namun
sebetulnya juga menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya profesionalisme
pekerjaan. Padahal dalam pembentukan Perda maupun pembahasan anggaran
diperlukan kualifikasi dan kompetensi khusus. Bagaimana mau professional jika
orangnya selalu berganti-ganti, sedangkan untuk memahami sebuah permasalahan
dibutuhkan waktu dan proses yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Pada
akhirnya akan berdampak pada hasil dan kualitas Perda yang dihasilkan. Disisi lain
memang secara umum anggota dewan mengetahui seluruh proses baik
pembentukan Perda maupun terkait Anggaran.” (wawancara mendalam, 27 Maret
2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat menentukan model strategi yang
tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi
(Kimberly dan Rottman (dalam Gibson, 1996). Selain itu langkah yang diambil oleh
DPRD agar adanya pemerataan pekerjaan bagi seluruh anggota tersebut tidak
terlepas dari pengaruh faktor eksternal organisasi yaitu faktor politik
(Atmosoeprapto dalam Harbiadi, 2009). Salah satu penentu keberhasilan suatu
organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, hal ini sebagaimana
dikonsepsikan oleh Ruky (2001).

Dalam kondisi yang terjadi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, kuatnya faktor politis menyebabkan Ketua DPRD tidak berani mengambil

resiko agar adanya spesialisasi pekerjaan baik dalam bidang legislasi, pengawasan
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maupun anggaran dengan mengoptimalkan badan anggaran, badan legislasi
maupun tim khusus untuk pelaksanaan pengawasan. Hal ini tidak sejalan dengan
pendapat yang dikonsepsikan oleh Darling dan Beebe (dalam Harbiadi, 2009) yang
menyatakan bahwa salah satu dari tiga kultur kuat yang berpengaruh terhadap
keberhasilan organisasi adalah keberanian pimpinan dalam mengambil resiko.
Keberanian dalam mengambil resiko ini tentunya termasuk kesedian dan komitmen
dalam mengarahkan sumberdaya ke arah peluang-peluang yang diharapkan,
sekalipun itu beresiko terhadap adanya perTentangan atau penolakan dari anggota
organisasi. Kondisi ini sekaligus memperkuat keyakinan bahwa dalam tubuh DPRD
belum adanya kesepahaman terhadap nilat-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut
oleh anggota organisasi Tentang pemerintahan yang amanah menuju good
governance sebagaimana dikonsepsikan oleh Effendi (dalam Harbiadi, 2009) dan
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Jika dilihat dari segi operasional dan tata cara, DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung belum memiliki tata tertib dan Standar Prosedur Operasional
(SOP) tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Tata tertib yang dimaksud adalah
khusus berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan tugas DPRD dalam bidang
Penganggaran, Legislasi maupun Pengawasan. Tata tertib yang dimiliki masih
bersifat umum, yaitu Tata Tertib DPRD. Padahal secara internal scharusnya
terdapat aturan-aturan birokrasi yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur
pelaksanaan fungsi DPRD. Selain Tata Tertib, kendala lainnya dalam struktur
organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah adanya sentralisasi.
Fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan DPRD belum berjalar_l dengan efektif

karena adanya sentralisasi kewenangan oleh Pimpinan DPRD.
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Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi:

“Kalau kita merujuk pada aturan yang ada, Ketua DPRD secara aturan
adalah Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Pansus. Namun aturan ini menyulitkan
ketika banyak aktivitas yang harus ditangani langsung oleh Ketua DPRD. Oleh
karena itu diperlukan pendelegasian wewenang oleh Ketua untuk mempermudah
dan mempercepat suatu urusan. Hal ini pula yang sering menimbulkan
keterlambatan DPRD sebagai suatu lembaga dalam merespon perubahan kebijakan
di tingkat eksekutif.” (wawancara mendalam, 29 Maret 2017}

Kondisi di atas menunjukkan bahwa di dalam lembaga DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terdapat kendala struktural yang menghambat kinetja
DPRD di bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi. Struktur yang ada belum
mendukung terhadap tuntutan dan tugas DPRD. Kondisi di atas tidak sejalan
dengan dengan teori struktur organisasi yang dikemukakan oleh Robbins (1996)
yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang baik adalah yang dapat
memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Dalam kenyataannya, struktur
organisasi yang ada dalam DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung
kebalikannya. Panitia anggaran dan Panitia Legislasi ada secara struktur namun
tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena aturan sentralisasi, dan
pemerataan beban kerja.

Selain itu di sisi Jain, DPRD Provinsi Kepulauan Belitung juga belum
memiliki Visi dan Misi tersendiri. Visi dan misi yang ada hanyalah visi dan misi
Sekretariat DPRD. Padahal visi dan misi merupakan dasar suatu organisasi untuk
bergerak untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu visi dan misi juag dapat
berperan sebagai nilai dasar yang disepakati bersama sebagai kerangka pencapaian
tujuan. Hal ini tidak sejalan dengan teori kultur organisasi yang dikemukakan oleh

Effendi (2005) yang menyebutkan bahwa kultur/budaya organisasi adalah semua

ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi yang meliputi keyakinan
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bersama, nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut oleh semua anggota

organisasi.

¢. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang ingin dibahas oleh penulis dalam penelitian ini
adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat secara umum. Secara konseptual
pemerintah daerah adalah mitra kerja utama DPRD dalam pemerintahan. Jika
dianalogikan dengan industri, pemerintah daerah merupakan pemasok bagi DPRD
karena apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD menjadi salah
satu dasar bagi DPRD untuk bekerja. Jadi kinerja DPRD juga sangat ditentukan
oleh peran serta dari pemerintah daerah. Adanya hambatan yang berasal dari
pemerintah daerah akan menghambat kinerja DPRD.

Hal ini misalnya dari penyampaian Rancangan KUA-APBD, PPAS,
Rancangan APBD dan Rancangan Perda APBD. Keterlambatan penyampaian
beberapa kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja DPRD.
Dalam penjelasan sebelumnya telah disampaikan bahwa pemerintah daerah selalu
menyampaikan rancangan KUA-APBD, PPAS, Rancangan APBD dan Rancangan
Perda APBD pada limit waktu terakhir. Hal ini mengakibatkan DPRD tidak
memiliki spare waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan secara mendalam
dan detil, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kinerja DPRD dalam
pelaksanaan fungsi penganggaran. Kondisi ini juga menunjukkan besarnya
pengaruh lingkungan DPRD terhadap kinerja DPRD, sebagaimana dikonsepsikan
oleh Robbins (1996) yang menyatakan bahwa organisasi berinteraksi dengan

lingkungannya. Eksekutif merupakan salah satu bentuk lingungan khusus
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(Robbins, 1996) yang memiliki pengaruh dan relevansi yang tinggi bagi DPRD
dalam menjalankan tugasnya, sehingga keberhasilan DPRD juag ditentukan dari
bagaimana peran dan dukungan lingkungan khusus tersebut. Dengan tidak
optimalnya dukungan eksekutif menyebabkan kinerja DPRD menjadi tidak
optimal pula.

Selain faktor lingkungan, Atmosoeprapto (dalam Harbiadi, 2009) juga
mengkonsepsikan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor politik.
Kuatnya pengaruh faktor politik ini sangat terlihat dalam organisasi DPRD yang
mengakibatkan kinerja DPRD menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dalam
cara DPRD Provinsi Kepulavan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi
pengawasan. Besarnya pengaruh kesamaan latar belakang politik antara eksekutif
dan legislatif sangat menentukan langkah dan sikap yang diambil oleh DPRD
dalam menyikapi permasalahan yang timbul terkait penyimpangan anggaran oleh
eksekutif seperti kasus pembangunan RSUP dan Pengadaan Alat Kesehatan, Kasus
Solar Cell, Kasus Pembebasan Lahan Bandara Depati Amir serta kasus-kasus
korupsi lainnya. DPRD belum Vdapat melakukan tindakan konkrit dengan
membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan penyimpangan anggaran
yang dilaporkan oleh BPK sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.
Dengan hanya melaksanakan rapat dengar pendapat dalam menyikapi laporan dari
BPK tanpa membentuk pansus memperlihatkan bahwa DPRD sangat menjaga agar
tidak adanya singgungan dengan eksekutif terkait permasalahan yang ada.

Di sisi lain memang terdapat dampak positif terhadap adanya kesamaan
latar belakang partai politik antara Gubernur dan Legislatif, yaitu terciptanya

sinergitas yang baik dan membuat suasana menjadi lebih kondusif. Sehingga hal
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ini membuat suasana kerja dalam pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menjadi nyaman dan diharapkan menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan
pembangunan. Namun demikian sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dan
ada sebagai wadah yang mewakili aspirasi masyarakat, hendaknya DPRD dapat
bersikap profesional dan mampu menciptakan kultur organisasi yang menunjukkan
nilai-nilai dan perilaku-perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang amanah yang
ditandai dengan terciptanya sistem yang demokratis, adil, transparan, dan
akuntabel (effendi dalam Harbiadi, 2009) dengan mengedepankan kepentingan
negara di atas kepentingan pribadi atau partai.

Selain pemerintah daerah, faktor lingkungan selanjutnya yang juga turut
berperan dan kinerja DPRD adalah masyarakat. Masyarakat disini berarti
masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum. Berdasarkan hasil
penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung belum memahami posisi mereka dalam proses
pemerintahan demokratis yang ditunjang oleh lemahnya budaya partisipasi.
Masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya
penyelenggaraan pemerintahan kepada lembaga negara, sehingga menyebabkan
masyarakat menjadi kurang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
pemerintah daerah. Masyarakat masih banyak beranggapan bahwa dengan era
otonomi daerah saat ini, maka suara dan aspirasi mereka telah diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pemerhati
pembangunan dan pemerintahan, Ahmadi Sofyan:

“Masyarakat di Bangka Belitung itu memang kurang aktif. Sangat pasif
ya, disamping mereka tidak memahami posisinya dalam pemerintahan juga karena

beranggapan bahwa uruasan pemerintahan adalah tugas para Gubernur dan
anggota dewan. LSM dan tokoh masyarakat ada yang terlibat, namun tidak banyak.
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Saya rasa peran masyarakat sangat lemah, lebih tepatnya pasrah. Apalagi ditengah-
tengah perekoniman yang semakin sulit, masyarakat Iebih disibukkan dengan
pikiran bagaimana mencari dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang
memikirkan urusan politik dan pemerintahan.” (wawancara mendalam, 28 Maret

2017)

Lebih lanjut, Ketua DPRD juga menyatakan bahwa:

“Masyarakat kurang begitu aktif dalam pemerintahan. Lebih tepatnya
mungkin kurang paham terhadap posisi mereka dalam pemerintahan. Dalam
Musrembang perwakilan masyarakat yang hadir juga tidak banyak, hanya
beberapa dan kurang memberikan kontribusi.” (wawancara mendalam, 27 Maret
2017)

Berdasarkan informasi kedua narasumber tersebut jelas terlihat bahwa
masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang memahami posisi dan
peran serta mereka dalam kehidupan berdemokrasi yang menyebabkan kurang
optimalnya peran dan kinerja DPRD. Sebagaimana diungkapkan oleh Robbins
(1996), Hardijoto (dalam Martono, 2010), Komberly dan Rottman (dalam Gibson,
1996) yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai salah satu unsur dalam faktor
lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja organisasi. Kondisi
lingkungan DPRD baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun masyarakat
yang masih kurang kondusif merupakan salah satu kendala bagi DPRD untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan
legislasi belum mencapai tingkat yang paling diharapkan, hal ini dapat terlihat
dari beberapa hal yaitu:

a. Di bidang penganggaran, DPRD belum dapat mengoptimalkan fungsi
anggaran dimana anggaran yang ditetapkan dalam APBD belum
sepenuhnya berpithak pada masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya
alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD yang
disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD. Sebagai lembaga yang
mewakili aspirasi masyarakat, DPRD belum optimal dalam melakukan
pengkajian terhadap angparan sehingga dalam pengalokasian anggaran
lebih didominasi oleh eksekutif.

b. Selain itu dilihat dari prosesnya, DPRD juga belum dapat
mengoptimalkan fungsinya dalam proses penyampaian, pembahasan dan
pengesahan atas Rancangan KUA-APBD, PPAS dan Rancangan APBD
baik dari segi waktu, konsistensi dan keberpihakan pada publik yang
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya kompetensi SDM
yang tersedia, belum tepatnya pemilihan strategi, adanya sentralisasi
kewenangan, kurangnya komitmen dan kedisiplinan anggota DPRD,

belum adanya spesialisasi dalam bidang penganggaran serta faktor
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lingkungan eksternal dimana penyampaian rancangan dari eksekutif pada
limit waktu terakhir yang menyebabkan kurang tersedianya waktu bagi
DPRD dalam melakukan pembahasan. Selain itu kurang optimalnya
peran DPRD dalam fungsi anggaran juga disebabkan adanya faktor kultur
dan struktur organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
belum memadai (pemanfaatan Badan Anggaran yang belum optimal).

Di bidang pengawasan, DPRD belum optimal dalam melaksanakan fungsi
pengawasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu
faktor kinerja organisasi yang dilihat dari masih rendahnya komitmen
DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan
dan evaluasi terhadap perda yang berjalan. Faktor struktur dan kultur
organisasi dimana DPRD behun mampu membentuk tim khusus yang
bertugas menindaklanjuti adanya penyimpangan anggaran hasil temuan-
BPK. Faktor eksternal yaitu lingkungan eksekutif dan politik yang kuat
sehingga mempengaruhi sikap dan langkah yang diambil oleh DPRD,
serta faktor kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil resiko juga
berpengaruh terhadap belum optimalnya kinerja DPRD dalam fungsi
pengawasan.

. Di bidang legislasi, kinerja DPRD juga belum optimal. Hal ini terlihat
dari jumlah Peraturan Daerah yang hanya sebesar 33 persen dari total
Perda yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulavan Bangka Belitung atau
hanya sebanyak 6 Perda dari 19 Perda yang dihasilkan pada Tahun 2016.
Ini menunjukkan sebagian besar Perda yang dihasilkan masih didominasi

oleh eksekutif. Masih lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
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Provinsi Kepulavan Bangka Belitung disebabkan oleh beberapa faktor
seperti faktor kinerja organisasi yang meliputi terbatasnya kemampuan
SDM yang tersedia, rendahnya komitmen DPRD, pemilihan strategi,
belum adanya spesialisasi dalam bidang legislasi, faktor lingkungan baik
dari eksekutif maupun rendahnya partisipasi masyarakat serta faktor
struktur dan kultur organisasi di mana belum maksimalnya pemanfaatan
badan legisiasi DPRD.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam bidang

penganggaran, pengawasan dan legislasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendidikan dan latar belakang politik tidak terlalu berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja DPRD, namun faktor ketrampilan,
pengalaman organisasi dan pelatihan teknis memiliki pengaruh terhadap
kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil
rakyat.

b. Faktor struktur organisasi yang mencakup faktor struktural yang
mencakup tidak berfungsinya Panitia Anggaran, tidak tersedianya Panitia
Legislasi dan adanya sentralisasi kewenangan di tangan Ketua DPRD;
serta faktor kultural yang terdiri ketiadaan visi dan misi DPRD sebagai
nilai dasar yang disepakati bersama sebagai kerangka pengarah atas
kiprah DPRD sebagai wakil rakyat menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi kinerja DPRD menjadi tidak optimal.

c. Faktor Lingkungan, yaitu kurangnya tingkat disiplin dan rendahnya
komitmen anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai wakil

rakyat serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam
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tatanan kehidupan berdemokrasi menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan kurang optimalnya peran dan fungsi DPRD dalam
menjalankan tugasnya.

d. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD akan optimal
apabila anggota DPRD terpilih memiliki pengalaman dan ketrampilan di
bidang politik yang baik, struktur organisasi yang mapan yang diikuti
dengan berfungsinya anggota secara maksimal serta lingkungan yang

kondusif (masyarakat dan eksekutif).

B. Saran
Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis terkait kelemahan dan kendala yang ada dan mempengaruhi kinerja
DPRD dalam melaksanakan fungsi Penganggaran, Pengawasan dan
Legislasi, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

\ 1. Secara praktis

a. Perlunya pembinaan bagi anggota DPRD yang dapat meningkatkan
kapasitas, kompetensi dan ketrampilan anggota DPRD terutama
dalam memahami teknis dan tata cara penganggaran dan legislasi
melalui pelatihan dan berbagai fraining lainnya.

b. Perlunya DPRD membentuk suatu aturan terkait kedisiplinan dan
penguatan komitmen bagi anggota DPRD, sehingga tidak hanya
mengandalkan kewenangan Badan Kehormatan dalam menangani
permasalahan kedisplinan dan komitmen terhadap pelaksanaar;

tugas anggota DPRD.
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c. DPRD seharusnya membentuk Panitia Legislasi dan
memaksimalkan perannya dalam penyusunan perda.

d. DPRD seharusnya memaksimalkan peran Panitia Anggaran dalam
proses perancangan dan pembahasan anggaran daerah, sehingga
rancangan dan peraturan daerah terkait APBD yang dihasilkan
optimal dan sesuai dengan azas keberpihakan kepada kepentingan
masyarakat.

e. DPRD memerlukan visi dan misi tersendiri yang dijadikan sebagai
dasar dan landasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil
rakyat dan tidak hanya bersandar pada visi dan misi yang ada dalam
Sekretariat DPRD.

f. Perlu adanya mekanisme dan prosedur standar terkait pelaksanaan
pengawasan di DPRD sehingga pelaksanaan pengawasan lebih
teratur dan terkoordinir dengan baik.

g. DPRD perlu memaksimalkan peran dan partisipatif masyarakat,
khususnya dalam pembahasan dan penyusunan Perda.

h. DPRD perlu mengarahkan anggotanya agar dapat melaksanakan
proses pendidikan polittk di wilayahnya masing-masing yang
bertujuan untuk meningkatkan pemabaman dan partisipasi
masyarakat Tentang kemitraan antar stakeholder pemerintahan
daerah.

2. Secara akademis
Kepada para peneliti ataupun para akademisi agar dalam penelitian

selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan menambah
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jumlah narasumber dari luar agar dapat memperkaya informasi yang

diperoleh.
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Surat Izin Penelitian
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LLAMPIRAN 2.
INSTRUMEN PENELITIAN
LEMBAR CHECK LIST DOKUMEN
Nama :Desiana Arbani Safari o i - _' h ) _. h '
NIM  :500629604 o _
Judul TAPM: " Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016"
=U,_‘raian Konsep
o
1 |Misi Lembaga DPRD Ketersediaan dokurnen v
kesesuaian dengan visi lembaga DPRD v
2 |Tujuan tembaga DPRD Ketersediaan dokumen ’ )
kesesuaian dengan Misi lembaga DPRD ¥
3 |Strategi Lembaga DPRD Ketersediaan dokumen v
kesesuaian dengan visi lembaga DPRD )
kesesuaian dengan tujuanlembaga DPRD s
4 |Program Kerja Penganggaran |Ketersediaan agenda pembahasan KUA dan PPAS v
Ketersediaan agenda pembahasan Raperda APBD v
Ketersediaan peraturan Tatib sebagai acuan v
5 |Program Kerja Pengawasan  |Ketersediaan dokumen program kerja pengawasan tahunan v
6 [Standar Prosedur Operasional |Ketersediaan SOP Pembahasan Anggaran v
Ketersediaan SOP Pengawasan v
Ketersediaan Mekanisme Penyusunan Perda v
7 [Struktur Organisasi Ketersediaan bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD v
Ketersediaan SK Panitia Anggaran v
Ketersediaan SK Pansus )
Ketersediaan Panitia Legislasi ¥
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LAMPIRAN 3.

Surat Keterangan Wawancara

Yang Bentanda Vangan Ji Bawah 1pi:

Nama ;T sy Susava
Jabawan o kEtva orrp  provion
Alamat - AR 1ThA , PANGEALE VAN G

Menerangkan babhwa namy dibawah ini:

)
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Desiana Arbani Safar
NN 2 SO0629604
| Alamat : Komp. Perum Graha Pun Blok B2 No 4 Selindung Pk Pinang

Selaku Mahasiswa Universitas Tecbuka Programi Magister Administrasi Publik Tahun
2016 adalaly benar telah melakukan wawancara dengan Saya pada tingga) 27 £\,
2017 bentempat ¢, GEVUNE DPRE eaov s gers BANGIS GELINUNG o
melengkapi data yang dibutuhkan dalam peayusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister
(1APNM) Tahun 2016 dengan judul -Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
DIPRY Provinsl Kepulauwun Bangka Belitung Tahun 2016, Adapun data hasit

wawancara tersebun hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penelitian,

Iemikian surat heterangan imi dibuat uniuk dipergunakan sesuai dengan periniukannya,

April 2017

i
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SURAT RETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tanguan di Bawah Tnik:

Nama - SAMstivADY
Jabatan . KETA Komsy Iﬁ
Al o ARLUITAM PANGEAL PryANIL

Menerangkan babwa nmina dibawah Ink

Nama : Desiana Arbani Safari
NIx 1 300629604
Alamat : Komip. Perum Graha Pari Blok B2 No 4 Selindung P4 Pinang

Sclaku Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun
216 adalab benar telah mclabukan wawancara dengan Sava pada tanggal 99, ARIL
M7 beempar  di SERUME, PPRD Cogumin cer. BaNgRa BELITUNG g,
melengkapi data yvang dibutulikan dalam penyusunan Tugas Akhir Mabasiswa Magister
(VAPM) Tahun 2016 dengan judul ~Fakior-Faktor vang Mempengaruhi Kinerja
DPRD Provins Kepulavon Bangka Bulitung Tuhun 20167 Adapun daia hasil

wawaneara fersebin banya akan dipergonakan bagi kepentingan peaclitian,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan scuni dengan peruntubannya,

Pangkalpinang, 25 Apnl 1017

( $IAMIGHARDY )
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Rlo sETiapy

Jabatan o SRRREPARIS UmuM PARIAl KT

Alamat ¢ GRTL WeANt @

Menerangkan bahwa nama dibawah ink:

Nama : Desiana Arbani Safan

NIM : 300629604

Alamat » Komp, Perum Gralu Pari Blok B2 No 4 Selindung Pk Pinang

Sclaku Mahasiswa Universitax Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun
2016 adalah benar telah melakukan wawancara dengan Sava pada tanggal 77, APRIL
017 bemempat i SEOUNE DpD 1GAn PANGRALPINAVG guna
melenghapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister
{TAPM) Tahua 2016 dengan judut ~Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Klnerja
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Adapun data hasil

wawancara terscbul hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penclitian,

Dremnikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan peruntulanny a.

Pangkalpinang, 37 Aprl 27
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SURAT RETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertapda Tangan di Bawsh Tni:

Nama CABIL Het ALY
Jabatan L KAURAG  WAOIAR UM 04K Praunant -WaDAREAN
Alama C Y- Swacpavg  REL- Katavh Peoal WE) AR AR

Meneranghan bahwa nama dibawah jni

Nama : Desioma Arbani Safari '
NIM : 500629604
Alamat : Komp, Perum Grahz Puni Blok B2 No 4 Sclindung P Pinang

Selaku Mahasiswa Universitas Terbuba Program Magister Administrasi Publik 1ahun

2017 hertempat &, GEUNE. PR PROVISH KEP\¢ARGRA GELIYE 4y,
melenghapi data yang dibuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Magister
(TAPM) Tahun 2016 dengan judsl “Fakter.Faktor yong Mempengaruhi Kinerjn
DPRD Provinsi Kepulavzn Bangks Belitung Tahun 20167, Adapun dala hasil

wawancara tersebut hanya akan dipergunakan bagi kepentingan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pangkalpmang, A7 apnl 2017

( FYAN SR )
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SURAT RETERANGAN WAWANCARA

Yaong Bertandn Tangnn di Bawah ni:

Nama DAHMAY copyAn
Jahatan D FenlUls 7 PEMERMATI PouTik
Alamat : SEURDUHE 4PAUGKAL PINANG

Mrenerangkan bahwa nawy dibawah ini:

Nama : Desiana Arbani Satari
NIM 1 500629604
Alamat : Komp. Perum Grahia Pun Blok B2 Ne 4 Sclindung PL Pinang

Sclaku Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Tahun
2016 adalah benar telah melakukan wawancara dengan Saya pada tanggal 2B apRL
2017 bertempar i, TERAAS,, HUSART AR CTRALAND BOTAIOAL GARPEN  o0;
melenghapi data yang dibutuhkan Jalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa b agister
{TAPM} Tahun 2016 dengan judul “Faktor-Faktor vang Mempengarubi Kinerja
DPRD Provinsl Kepulawan Bangka Belitung Tahun 2836°.  Adapun dala hasil

wawancana lersebut hanya akan dipergenalan bagi kepentingan penclilian,

Demikian sural keterangan ini dibual untuk dipergunaban scsuai dengan perentubannya,
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asil Wawancara

'E

- TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Jika dilhat dard tujuan, su-uktur organ.'sﬁm" maupun bl:'l.dayi:l

fimgsi DPRD (Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)?

kerja yang ada di DPRD, apakah menuwut Saudara sudah)
memadai dan mendukung anggota DPRD dalam menjalankan

Saya rasa seimua sudah cukup memadai ya, memang, be-lum se@m
tapi sudah cukup mendukung DPRD untuk bekerja dengan baik.

maupun budaya kerja yang ada di
pelalcsanaan  fingsi DPRD  (Legislasi,
Angparan)? bagaimana kondisi saat mi?

DPRD dengan

Apakah ada pengarvhnya antara tujuan, struktur organisasi

Pengawasan dan

Tentu saja sangat berpengaruh, sermanya saling terka® satu sama lain
dan akan menentukan kualtas kerfa anggota DPRD.

Bagaimanakah proses mnxkanisme dalam penyusunan
RAPERDA hingga menjadi PERDA it sendiri?

Sebemnya dalam pembuatan Perda kita sudah berupaya untuk
maksimal, selama ini kita menggunakan tenaga ahli dalam penyusunan
Naskah Akademis (INA) Raperda yang akan disusun, Tentunya ini
membutuhkan anggaran sendiri, kendalanya memang kita behmn memiliki
SDM yang kompeten dalam penyusunan Perda, Itu menjadi PR bagi
DPRD hingga saat ini. Oleh karena ita yang bisa kita lakukan szat ini
adalah bagaimana agar Perda yang dihasilkan memiliki kualitas dan
lmemiliki urgensi yang tnggi terhadap kepentingan masyarakat. Artinya
adalah memang jumlah perda inisiatif yang dihasilkan tidak begitu banyak
namun berkualitas dari sisi konten dan urgensinya

Apa saja peran anpgota DPFRD dalam proses meckanisme
dalam penyusinman RAPERDA hingga menjadi PERDA ity

Anggota DPRD memilki peran yang sangat besar dalam Tentu: saja
sangat besar peran anggota DRPD mengingat itu adalah salah satu dari

Bagaxmanakah kinerja DPRD dalam proses mekanisme
dalam penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA ity

tiga tugas utama DPRD. Proses penyusunan Perda sangat panjang ya.
Yang jelas kita melibatkan wenaga luar karena belum memiliki SDM yang
mamadai untuk itu. Seharusnya, jika menijuk pada aturan baku, Perda

Apakah pembahasan Perda APBD langsung melalii Pansus!
atau melewati Panggar terlebih dahulu?

ADRPD harusnya disusim oleh Panitia Anggaran. Namun biasanya
langsung ditangani oleh Pansus untuk alasan efektifitas dan target waktu,
Mengapa tidak melalui Panggar? Kera Pansus dan Panggar adalah
Ketua DPRD, mzaka langsung dibahas di Pansus. Dalam struktur
organisasi dan Alat Kelengkapan DPRD Panggar memang ada, secara
ex-officio Ketua Panitia Anggaran adalah Ketua DPRD, Namun biasnyal
pembahasan atas RAPBD biasanya langsung dibawa ke dalam Pansus.
Sckali Iagi saya tegaskan bahwa dalam kegiatan pembahasan anggaran,
tugas panggar biasanya langsung ditangani oleh Pansus, hal ini disamping
untuk mempercepat proses dan efisiensiselain itu DPRD masih
kekurangan SDM yang kompeten dalam hal tersebut, oleh karena itu
pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah
melahi Pansus APBD.

Bagaimana ketepatan waktu penyampaian Rancangan KUA-
APBD olkh Pemprov Babel? jka adanya keterlambatan,
apakah ada antisipasi dari pihak DPRD?

Saya akui, bahwa dalam penyampaian KUA APBD oleh eksekutif
memang sedikit terlambat. Secara aturan memang behnm terlambat, tapi
bagi saya terlambat karena mepet diakhir wakt, pembahsan jadi terbur-
buru di rapat pembahasan. Sebetulnya mengatasi hal ini Saya selaku
Ketua DPRD sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari kontak secara
personal maupun melalui surat kepada eksekutif, namum masih juga
seperti iy, Ya kita memang tidak bisa memaksakan juga. Kalau Saya
berharap penyarmpaian lebih cepat supaya proses selanjutiya lebih
berkualitas. Tapi karena ini sudah menyangkut dua lembaga, kita juga
tidak dapat berbuat banyak. Upaya paling-paling melalu surat dan
konmmikasi secara persuasif. Terkadang kami dari pihak DPRD juga
berusaha memaklumi eksekutif Karena dalam penyusunan rancangan
KUA APBD tersebut melibatkan seluruh komponen perangkat daerah
yang akan menggunakan anggaran. Nah permasalahannya adalah
ketersedinan SDM yang berkompeten di bidang tersebut juga masih
terbatas, sedangkan dalam rancangan KUA APBD semua harus
komprehensxﬂ ada satu yang ter[ambar. menyababkan keterlambatan bagi

Jatot el d | T

Apakah DPRD menyiapkan peraturan dan Tata Tertib untuk
keperluan pembahasan Rancangan Perda APBD?

Tata tertib dalam permyusunan dan peranca.nga.n APBD senmanya
disiapkan oleh Panmus. Biasanya dibuat hanya untuk mempetjelas
pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja anggota/lembaga.
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Apa yang menjadi fokus utama DPRD Provinsi Kep. Bangkal
Belitung dalam pembahasan KUA APBD?

Yang Pasti dalam pembahasan terkait anggaran kita selalu melakukan
pengecekan konsitersi pengajuan anggaran dari Eksekutif antara
RPIMD, RKPD dengan Perencaraan Anggaran, Banyaknya kegatan di
DPRD dan mepetnya waktu penyampaian Rancangan KUA APBD oleh
Gubenur, menyebabkan agenda rapat pembabusan anggaran menjadi
tidak teratur. Kita juga berupaya menyesuaikan antara waktu kerja
anggota DPRD dengan agenda rapat pembahasan anggaran, Saya akui
juga, dari sisi anggota DPRD, mingkin karena lelah atay beban kerja
yang cukup padat, sehingga dalam rapat pembahasan tidak terlatu aktif
diskusi tidak imbang dari dua arah yaitu ekskutif dan Jegislatif, lebh
bersifat formal. Tapi ada juga anggota DPRD yang fight dan komitmen
kerjanya tinggi, tapi ada juga beberapa yang tidak. Saya rasa disindah
kendakinya. Tapi kelermahan ini senantiasa kami upayakan untuk
diperbakidan tens dievahast

Bagaimam peran upaya DPRD Provinsi dalam pengnlokasian
anggaran pendidkan dan kesehatan pada APBD Provinsi?

Dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan saya rasa kita
sidah sangat bak dan telah memenuhi syarat indang- undang dimana
anggaran pendidikan minmal 20 persen dan keschatan 10 persen dari
APBD, itu sudah saya penuhi. Saya rasa tilak ada masalah Bahkan
dengan anggaran yang ada SKPD yang kesulitan dalam membelanjakan
anggaramya, Saya rasa itu karenma faktor kemampuan SDM saja. Selama
ini besamya anggaran kedua sektor itu selilu kami kabulkan sesuai
dengan rancangan mereka sendiri Jadi DPRD prinsipnya sangat

Apakah dalam pembzhasan anggaran, komsistensi KUA-
APBD, PPAS, RAPBD, dan RPIMD menjadi penekanan)

utama? apa alasannya?

Inti dari pembzhasan anggaran adalah pada saat pembahasan PPAS,
disitu kita melihat satu persatu anggaran yang telah dirancang oleh
ekekutif. DPRD bertugas melakukan pengecekan apakah anggaran

Apa saja poin utara yang ditetapkan oleh DPRD dabim
pembahasan anggaran?

tersebut sesuai dengan RKPD dan kekuatan anggaran kita. Hal yang
harus dipastkan adakh tidak adanya anggaran yang melenceng dari
program kerja alias dana stuman. Nanrm kita juga terkendala pada
waktu dan kesibukan DPRD. Saya katakan sckali lagi upaya DPRD
stdah eukup maksirmal, nanmn tetap ada kekurangan- kekwrangan, belum
detil hingga sampai pada urgensi anggaran.

Apa saja poin utama yang ditetapkan olch DPRD dakim|
melakukan fimgsi pengawasan? baik dalam hal pengawasan
ter}ﬁd'ap berjalanmya Perda yang telah ditetapkan maupun
terhadap pengmmaan anggaran DPRD yang telah disahkan?

DPRD memang memilki peran dalam pengawasan terhadap anggaran,
khususnya pelaksanzan APBD serta pengawasan terhadap perda yang
telsh disahkan, namun diakud pengawasan belum berjalan dengan
maksimal dikarenakan banyak faktor yang juga kompleks, mulai dari
keghtan yang sangat padat, skala prioritas yang cukup banyak dan saling
bertabrakan, adanya perbedaan perseps¥pandangan diantara sesame
anggota DPRD, khususnya untuk menjaga hubungan yang saling
bersinergi dengan eksekutif' Yang saya perhatkan memang DPRD masih
pasif dalam hal ini. Hanya satu hal yang saya prioritaskan, bahwa dalam
pelaksnaan anggaran kita sangat memperhatikan laporan kinerja
pemerintah dacrah. Dan j&ka terjadi penyimpangan maka DPRD tidak
akan &kut campur karena i sudah masuk ke dalam ranah lukum dan
menjadi wewenang phak Yudikatif Itu saja. Jika ada laporan dari BPK
kita binsanya mengadakan rapat bersama fraksi, namun untuk unsan
Irnkum binsanya kita menyerahkan secara peruth kepada yang berwenang

Apakah DPRD memiki agenda dan matrks terstruktur
terhadap pengawasan? jka ada kapan matriks disusun dan
shipa saja yang terlbat dalam pempusunman matrks

Kalau wtuk agenda yang terstrukur mungkin belum ada, tapi dalam
pelaksanaan pengawasan kita tetap ada pengaturan. Mengapa behum bisa
dibuat matriks, karena memang pelaksanaannya bergantung pada situzasi

Apakah menunit Saudara pengawasan yang dilakukan oleh
DPRD telah dilaksanakan dengan maksimal dan hasiinya telah
sesuai dengan harapan?

K alay diaksanakan dengan maksimal, saya rasa iya, tapi untuk optimal
mungkin belum ya, karena memang seperti di awal saya sampaikan,
belum sempurna, masth bamyak yang harus diperbaiki Apalagi anggota
DPRD ada 45 orang, berasal dari partai yang berbeda-beda, tenhmya
ada kendala tersendiri

Jka terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan
fingsi pengawasan, apa saja langkah-langkah yang diambil
oleh DPRD datam mengatasi hal tersebwt?

DPRD biasanya mengutamakan kormunikasi Kalau permasalahan mash
bisa diatasi dengan konmnikasi inforrnal, kita secara persuasif saja.
Namun jika sudah katepori besar, kita adakan rapat dengan fraksi dan
anggota dewan

Apakah DPRD mekikukan upaya evaluasi terhadap kinerja
DPRD? jka ya kapan diaksanakan? apakah disusun secara

terstruktr dalam agenda rapat atau bersifat dadakan/ada

Evaluasi ada, sebenamya sama saja dengan yang tadi Jika da masalah,
kita upayakan musyawarah Awalnya secara personal dahulu,
pendekatan persuasit. Kalau tidak memungkinkan kita adakan rapat.

kepentingan khusis?
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Bagaimana pendapat Saudara terkatt tingkat kedisiplinan dan
komitmen anggota DPRD dalam melaksanakan tupas sebagni
waki rakyat? apakah sudah optimal?

Kalau tingkat kedisiplinan saya akui memarg sebagian besar anggota
dewan masih belum disiplin, khususriya saat menghadiri rapat. Saya
sudah berupaya dengan mencoba merangkul Badan Kehormatan (BK),
agar sikap para anggota dewan dapat ditegur oleh BK. Karena sebagai
Ketua DPRD saya berupaya bertindak sesuai jalur yang ada, tidak

Upaya apa saja yang diakukan oleh DPRD uniuk
meningkatkan dan mengoptimalkan kedisplinan dan menjaga
komitmen angzota DPRD?

langsung menegur, tapi menggunakan kewenangan BK. Memang dari
kedisiplinan, anggota dewan masth kurang, tapi tidak semuanya, sebagian
seperti it ini juga terkait dengan komitmen kerja ya, kalau tidak disiplin
pada akhimya dapat kita lihat yang bersangkuta kurang berkomitmen
terhadap tugasnya sebagai waki rakyat. Bagaimana mau melakukan
tugas dengan baik, rapat untuk pembahasan saja sudah sering mangkir

Jka dilhat dari APBD Provinsi tahun 2016, kebijakan

langgaran lebh berat pada belanja aparahr, mengapa

demician?

Saya rasa tidak juga, tu 40an dan $5 persen lebth perbandingannya.
Saya rasa tilak terlalu masalah ya. Walaupun peraturan memang
harusnya 40:60. Ya memang perlu evaluasi. Cuma selisihnya tidak terkahu
besar,

19

Jika dililmt dari sisi ketersedinan SDM di DPRD, apakah
tingkat pendidkan anggota DPRD sudah memadai unmk
melaksanakan fingsi DPRD bak dalam legislasi, anggaran|
maupun pengawasan?

Kalau dari sisi pendid kan, anggota DPRD Provinsi saya rasa sudah
sangat baik, banyak anggota DPRD yang bahkan telah berpedidikan 52,
dan sebagian kecil saja yang hiusan SMU, Namun wtuk pelathan dan
kemampuan teknis dalam tugas dewan, memang didapat setelah menjadi
anggota dewan. Karena tugas di partai dan menjadi anggota dewan itu
sangat jauh berbeda. Tapi prinsip kami adalah learning by doing . Asal
mau belajar dan komitmen dengan tugas saya rasa kan bisa. Apalag
angpola dewan selaly melakukan stwdy banding ke daerah fain. Itu akan
mempengarubi cara berpikir dan mereka banyak belajar dari
keberhasflan dagrah lain, untuk diterapkan ke daerah kita. Namun

[memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak dapat kita pelajari begityl

saja, misalnya kemampuan teknis dalam penyusunan Perda dll, beberapa
hal memang kita membutubkan bantuan tenaga luar, Demikian juga latar
belakang partai, Saya rasa semua partai bakk dan memiki visi misi yang
bagus, jadi anggota dewan berasal dari partai mana saya rasa tidak

20

Masih terkait dengan SDM di DPRD, apakah latar belakang
dan pengalaman di bidang politk anggota DPRD
berpenganih dalam melaksanakan fingsi DPRD bak dalam
legislasi, anggaran maupun pengawasan? apa alasannya?

pengalaman di partat politk memang memberkan pengaruh signifikan
terhadap cara anggota dewan bekerja. Semakin banyak pengalaman di
partai politik biasanya anggota dewan lebih kiwe datam bekerja, tentama
berkomunikasi dengan masyarakat Permasalahannya adalah bagaimana
komitmen anggota dewan dalam tnenjalankan tugas? Karena menurut
saya tingkat pendidikan tidak sepemtinya mempengaruhi cara kerja
anggota dewan It kembali kepada masing- masing individu Banyak
anggota DPRD yang ada di Provinsi walaupin sudah sarjana nammn
kinerjanya biasa-biasa saja. Bahkan berdasarkan evaluasi saya, justru
yang berpendidikan SMA memilki komitmen yang tinggi terhadap
pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Jadi menunz Saya,
pendidikan memang penting tetapi tidak memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi

21

Apakah memmzt Saudara masyarakat memahami posisi
mereka dalam tatanan pemerintahan yang demokratis?

22

Bagaimana antusiasme  masyarakat  dalam  mengkuti
musrenbang dan pembahasan Perda?

Masyarakat kurang begitu aktif dalam pemerintahan. Lebih tepatmya
mungkin kurang paham terhadap posisi mereka dalam pemerintahan
Dalam Musrembang perwakilan masyarakat yang hadir juga tidak
banyak, hanya beberapa dan kurang memberikan kontribusi. Antusiasme
masyarakat memang kurang ya kalau menurut saya.

23

Tetkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi
Bangka Beliung beberapa tahun terakhir, misalnya kasus
PLTU Air Anyir, Pembangunan din pengadaan Alkes RSUP
Provinsi, Permasalahan Gugus Pulau Tujuh, Pembebasan
lahan Bandara Depati Amir, Kasus Solar Cell dan [ainnya,
upaya apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menyikapi
kasus korupsi tersebut terkait dengan fingsi DPRD dalam|
pengawasan anggaran?

Saya rasa itu lebih kepada ranah hukum ya, Kami berusaha profesional
juga. Juga menjaga agar stabilitas perbanguran tidak terganggu. Antara
eksekutif dan legisktif harus harmonis. Jadi kalau ada kasus dan
penyimpangan kita dukung pemh kepada pihak berwenang untuk
melakulan tugasnya. Audit dari BPK ada laporan. Ya tenfunya kita
bahas di rapat juga, ada dengar pendapat. Namun kita juga tidak bisa
melakukan hal yang terlali jauh. Biar pihak hukum yang bergerak.

24

Apakah ada termuan BPK dalam audit anggaran selama kurun
waktu 2015-20167 jika ada apa yang dilakukan oleh DPRD)

dalam menykapinya?

25

Bagaimana hubungan antara DPRD dan Eksekutif dalam
melaksanakan  ketign  fingsi utama DPRD? apakah
mempengaruhi kinerja DPRD?

Tentu saja besar pengaruhnya. K arena antara legislatif dan eksekutif
sangat kuat hubungannya dalam pembangunan. K atau Eksekutif tidak
dapat melaksanakan wgas tepat waktu, akhimya menjadi kendala bagi
DPRD untuk melakukan tugasnya, saling terkait.
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Narasumber
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Tanggal Wavancara :29 April 2017

~ TRANSKRIPHASIL WAWANCARA

"t Ketua Knmisn]ll DPRD Provinsi Kepuléliann _Ban—gll{_a Belitung o

T

Jika dilhat dari fujuan, strukfur organisasi maupun budaya kerja
yang ada di DPRD, apakah memuut Saudara sudah memadai dan
mendukung anggota DPRD dalam menjalinkan fimssi DPRD
{Legsslasi, Pengawasan dan Anggaran)?

Apakah ada pengaruhnya antara tujuan, struktur organisasi maupun
budaya kerja yang ada di DPRD dengan pelaksanaan fingsi DPRD
(Legistasi, Pengawasan dan Anggaran)? bagaimana kondsi saat ini?

Menunt saya atrbut yang ada suwdah cukup maksimal. Kekurangan
memang ada, ramun masih bisa di tolerir, semuanya kondusif Kalau
pengaruh, ya pastt berpengaruh ya, apalagi unfuk pelaksanaan tugas
anggota dewan.

Bagaimanakah proses mekansme dalam pemyusunan RAPERDA
tingga menjadi PERDA i sendiri?

Perda disusun melalui proses baku ya, sesuai dengan atran dankita
sesuaikan juga dengan kondisi dacrah. Biasanya perancangan perda
melibatkan pihak ketigafkonsutan dalam menyiapka Naskah
Akademis. Semua diunis oleh Pansus yang telah dibentuk untuk
setiap pembuatan Perda

Apakah pembahasan Perda langsung melalui Pansus atau melewati
Panggar terlebih dahulu?

Kalau kita menzjuk pada aturan yang ada, Ketua DPRD secara
aturan adalah Ketua Panitth Anggaran dan Ketua Pansts, Namin
aturan inl menyulitkan ketka banyak aktivitas yang hans ditangani
langsung oleh Ketua DPRD. Oleh karena itu diperiukan
pendelegesian wewenang oleh Ketua unfuk mempermudah dan
mempercepat suatu wusan. Hal i pula yang sering menimbukan
keterlambatan DPRD sebagai suatu lembaga dalam merespon
perubahan kebijakan di tmkat eksekutif. Inf merupakan salh satu
kelemahan kita dalam melaksanakan tugas, behun fleksibel. Tapi
memang atwannya demikian

Bagaimara ketepatan wakiu penyampaian Rancangan KUA-APBD
oleh Pemprov Babel? jka adanya keterlambatan, apakah ada
antisipasi dari phak DPRD?

Eksekutif menyampaikan rancangan KUA APBD tidak terlambat,
dari sisi aturan perundang-undangan tidak terlambat, samapi
pertengahan Juni Narmm karena agak mepet jadi pembahasan
anggaran kurang dalam dan menjadi kurang optimal. Kalau dikatakaT
terlambat, secara aturan memang belum terlambat, tapi mepet. Ya
karena penyusunan KUA APBD memang memerlukan proses,
sehingga harus kita makhmi

Apakah DPRD menyipkan peraturan dan Tata Terth untuk
keperluan pembahasan Rancangan Perda APBD?

Tata Tertib semumnya disiapkan oleh Panitia Musyawarah (Pantus)
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Apa yang menjadi fokus wtama DPRD Provinsi Kep. Bangka
Beliung dalam pembahasan KUA APBI)?

Dalam rapat pembahasan agenda utama kita selaku anggota dewan
adalah memastikan bahwa rancangan anggara yang diajukan okh
Pemerintah Daerah tidak menyimpang dari RKPD dan RPIMD,
selingga tidak ada dana siwman. Namun karena waktu vang juga
cukup terbatas, memang pembahsan tidk deti juga. Kita berupaya
maksimal, narmm memang masih banyak kekwangan

Bagaimana peran upaya DPRD Provinsi dalam pengalokastn
arggaran pendidikan dan kesehatan pada APBD Provinsi?

Saya rasa besaran anggaran pendidikan dan kesehatan selaly menjadi
prioritas utama ya. Kita tidak melhat persentasenya, tapi jumiahnya.
Kalau aturan, kita sudah memenubd atran Undang-Undang bahwa
anggaran pendidikan harus minimal 20 peren dan kesehatan 10
persen.

Apakah dalam pembahasan anggaran, konsistensi KUA-APBD,
PPAS, RAPBD, dan RPIMD menjadi penckaran utama? apa
alasannya?

Ya, tentu saja, terutama konsisteni antara RKPD dan Rancangan
anggaran, harus selaras. Jika tidak berarti ada dana sihoman.

10

Apa saja poin utama yang ditetapkan oleh DPRD dalam melakukan
fingsi pengawasar? balk dalam hal pengawasan lerhadap
berjalarmya  Perda yang telah ditetapkan maupun terthadap
penggtnaan anggaran DPRD yang telsh disahkan?

Pengawasan dilakukan ya, termasuk pergawasan Perda, Tapi saya
rasa tidak terlahs detil karena banyak sckali yang harus dilakukan
oleh anggota dewan. Dilaksanakan sudah, tapi belum maksimal

11

Mengapa DPRD belum memilki agenda dan matrks terstrukbur
terhadap pengawasan? jka ada kapan matrks disusun dan siapal
saja yang terlibat dalam peryusunan matrks pengawasan?

Ya karena memang pengawasan dilakukan melhat sikon ya. Kita
buat agenda juga behm tentu bisa diaksanakan sesuai jadwal
Terpantung sitvasi dan tingkat keperluannya.

12

Bagaimara perdapat Saudara terkait tingkat kedisiplman anggota
DPRD datam melbksanakan tugas sebagai wakil rekyat? apakah
sudah optimal?

Nah kalau masalah kedisiplinan saya akui memang masé ada
anggota DPRD yang belum disiplin, khususnya dalam pelaksanaan
rapat di DPRD, Padahal memmst saya kehadiran rapat merupakan
salah satw ndikator komitmen dan infegritas anggota DPRD. Ya tapi
kita tidak bisa terlah1 memaksa, karera #u biasanya kalau ada yang
kurang pas, melbatkan Badan Kehonmatan (BK) agar melakukan
teguran kepada Fraksi yang bersangkutan,

13

Apakah menurat Saudara masyarakat reemahami posisi mereka
dalam tatanan pemerintahan yang demokratis?

Memuut saya masyarakat kurang aktif'ya, di Musrenbang saja mash
banyak yang tidak hudir. Saya rasa mereka merasa keterlibatannya
tidak terlalu penting dalam pemerintaban. Padahal seharusnya tidak
demikian,

14

Terkait maraknya kasus korups! yang terjad! di Provins! Bargka
Beltung beberapa tahun terakhlr, misalnya kasus PLTU Air Anyr,
Pembangunan dan pengadaan Alkes RSUP Provinsi, Permasalatan
Gugus Pulau Tujuh, Pembebasan lahan Bandara Depati Ami,
Kasus Solar Cell dan binnya, wpaya apa yang diakukan okh
DPRD dalam menykapi kasus korupsi tersebut terkait dengan
fingsi DPRD dalam pengawasan anggaran?

Kaltu itu saya rasa sudzh urisanya Kepolistin, Kejaksaan dan
Pihak berwajih. Kita patuh saja pada aturan. Kalau ada
penyelewengan ya sudah jadi ranih pihak berwajib.

15

Apakah azda temuan BPK dalam audit anggaran selama kunm)
waktu 2013-20167 jika ada apa yang dilakukan cleh DPRD dalam

menykapinya?

Laporan tetap ada, ya kita terima dan dibahas dalam rapat
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Namssumber _ Sekretaris Umum Partai PKS Proviusi Kepulavan Bangka Belitung ~

... Pertanyaan- ‘ - !
AT R 8

]

o e

3

I Bagaiﬁxamkah pﬁ)ses mekanisme dalam penyusunan RAPERDA
hingga menjadi PERDA itu sendiri?

Penyusinan Perda tentumya tidak sederhana ya, perlu proses dan keahlian
tertentu. Menagapa? Karena Perda kan sebuah kebijakan publik yang
rantinya dikarapkan dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakar
Sehingga sehansniya Perda dibuat dengan sebaik-baknya agar tujuan dan
harapan dibentuknya Perda dapat terwujud. Dalam Hal ini sangat
tergantung dari peran dan kepedulian anggota DPRD dalam menyusun

2 |Apa saja peran anggota DPRD dalam proses mekarsme dabim
penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendi?

Perda. Sangat besar peran anggota dewan Mulai dari perencanaan,
pembahasan hingga pengawalan apakah Perda berjalan sesumi dengan
harapan atau tidak.

3 |Bagaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekansme dabhm
penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendir?

Yang Saya perhatikan adalah kendal utama dalam menyusun Perda
memang kita kekirangan SDM yang mumpuri dalam hal tersebut.
Penggunaan konsultan sebagai teknisi ahli memang sudah dilakukan, tapi ya
menurut saya masih banyak kekurangan Tapi terkepas dari itu semua saya
rasa DPRD sudah cukup berusaha, Memang belum maksimal, fu menjadi
PR bagi DPRD untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Selain itu
menurut Saya penting bagi DPRD memberkan nuang khusts kepada
masyarakat agat dapat menyampaikan aspirasinya dengan lebih mudah,
misalnya dengan memanfaatkan media sostal, sehingga forum dapat
dilakukan tanpa harus tatap muka. Dengan demikian dharapkan
komunikasi dengan masyarakat dapat kebih bak sehingga penyerapan
aspirasi dari bawah menjadi lebh maksimal

4 |Apa saja poinwama yang ditetapkan olch DPRD dalam melkukan)
fingsi pengawasan? bak dalam hal pengawasan terhadap
begalannya  Perda yang telah ditetapkan maupun (terhadap
penggunaan anggaran DPRD yang telah disabkan?

Ini menyambung yang tadi juga ya. Peran DPRD yaitu fimgsi pengawasan
DPRD sehain imemantau kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif dan seluruh
|fajarannya agar berjalan sesuai rencana yang telh ditetapkan, pengawasan
ljuga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap
penyimpangan yang telah dan mungkin safa terjadi, Saat akan menjatankan
fimgsi penigawasan, DPRD akan melihat sejavh mana dan bagaimana pihak
cksekutif melaksanakan kegiatan yang telah direncakanan Apakah dakim
pencapaian hyjusn tersebut tehh sesuai dengan tata cara yang benar serta
ingin diketahui daln pebiksamanya apakah rmuncul
permasalahan/persoatan yang bant

5 |Apakah DPRD memilki agenda dan matrks terstnuktur terhadap
pengawasan? jika ada kapan marks disusin dan sizpa saja yang
terlibat dalam pemyusunan matriks pengawasan?

DPRD biasanya menjalankan fingsi pengawasan dengan cara mengadakan
rapat-rapat dan mendengarkan pandangan urmum dari fraks-freksi atau
pembahasan dalam sidang kornisi, mengadakan rapat dengar pendapat,
kunjungan kerja atau membentuk panitia khusus jika diperhikan untuk
menangani kasus terentu

cukup produktif? apa alasannya?

6 |Apakahmemmut Saudara kinerja DPRD periode 2014-2019 sudah)

Saya rasa dari sisi kinezja sudah henayan ya, banyak saya [hat anggota
DPRD Provinsi yarg tinggi komitmennta dalam bekerja. Tapi memang
tidak semua. Tidak ada yang sempurna, tapi perlu sekali evahuasi agar

7 | Apakah memunt Sawdara kinerja anggota DPRD perode 2014-
2019 sudah optimal? apa aksarmya? jika tedapat kendak, apa saja
kendak tersebut dan upaya apa yang ditakukan?

adanya perhaikar. Kan waki kyat.bans hertagamg jawab peruh. ..
Logkanya seperti itu.
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Bagaimana pendapat Saudara terkait tingkat kedisiplnan anggota
DPRD dalam melksanakan tugas sebagai wakil rakyat? apakah
sudah optimal?

Nah kalo ini, mungkin secara urmum memang masih banyak yang behun
disipln ya. Tentama datam kehadiran rapat. Padahal itu sangat penting
karena datam rapat kita membahas kepentingan masyarakat banyak,
Sebaknya katau berhalangan ada pemberitahuan. Jangan mangkir begitu
saja.

Jka dilhat dari ski ketersediaan SDM di DPRD, apakah tigkat
perdidkan anggota DPRD sudah memmdai untuk mebiksanakan
fingsi DPRD baik dalam legishsi, anggeran maupun pengawasan?

Pendidikan tentunya sangat penting, karena tingkat pendidikan akan
mempenganii cara seseorang berpXir dan bersikap. Untuk mengemban
tugas sebagai anggota dewan sebafknva memang didukung oleh tingkat
pendidikan yang memadai, minimal setara SMU. Saya rasa di DPRD
Provinsi sudah mememehi hal tersebut. Demikian pula dengan latar betakangj
partai politlk, saya rasa mungkin bukan bitara belakang partainya apa,
namun kebih kepada pengakimen dan jamterbang di kepartaian yang
mempengaruhi kinerja anggota dewan. Karena dengan pengalaman yang
tinpgi maka biasanya lebih memdahkan anggota dewa dalam bekerja dan

Masi terkait dengan SDM di DPRD, apakzh latar behkang dan
pengalaman di bidang politk anggota DPRD berpengaruh dakm
melaksanakan fimgsi DPRD baik dalam legistsi, anggaran maupun
pengawasan? apa ahsanmya?

berinteraksi dengan masyarakat, Unfuk pelatihan teknis, memang biasanya
baru didapat setelah menjadianpgota dewan, karena perbedaan yang
sangat jauh antara tugas partai dengan tugas sebagai anggota dewan.
Sehingga menurut saya setiap anggota dewan membitubkan effors dan
komitermn yang tinggi uniuk belajar bagimana agar ugas seagai anggota
dewan dapat dilaksanakan dengan bak. Semakin cepat beljar
memmjukkan (ngkat kepedulan yang tinggi terhadap komitmen
menjalankan tugas sebagai wakil rakyat

Apakah mepunt Saudara masyarakat memahami possi mereka
dalam tatanan pemerintahan yang demokratis?

Ini juga pentig ya, menunit saya mmasyarakat kurang paham. Ini juga perhu
peran dari DPRD. DPRD juga harusaktf kepada masyarakat. Bia perlu
memanfaatkan kemudahan teknologi untuk melakukan sosialisasi dan media
aspirasi bagi masyarakat. Agar masyarakat awam dapat ikut berpartisipasi
dan memilki rasa kepedulian terhadap pembangunan juga.

12

Terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Bangka
Belinng beberapa tahun terakhir, misalnya kasus PLTU AT Any,
Pembangman dan pengadaan Alkes RSUP Provinsi, Permasalahan)
Gugss Pulau Tujuh, Pembebasan lahan Bandara Depati Ami,
Kasus Sobar Cell dan Lainnya, upaya apa yang diakukan oleh
DPRD dalim menykapi kasus korupsi tersebut terkait dengan

fungsi DPRD dakam pengawasan anggaran?

Ini juga sangat penting, karena berkaitan dengan tugas DPRD dalam fimgsi
pengawasan anggaran. Selai perencanaan, DPRD perlu mengawasi
jalannya atau penggunaan anggaran daerah. Harus peka juga dengan
kemungkinan terjadinya penyimpangan. Tugas beratnya adalah bans dapat
bersikap tegas agar ketka terjadi penyewengan mampu mengambil skap
netral.
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Bagainmanakah proses mekansme dalam peryusunan RAPERDA
hingga menjadi PERDA itu sendiri?

DPRD berperan besar dalam penyusunan Perda, anggota DPRD
harus sangat memahami betu] setiap mekanisme penyusunan Perda.
Saat ini kendala dalam pemyusunan Perda inisiatif adalah kita tidak
punya SDM yang ahli dalam bidang tersebut, schingga harus
bekerja sama dengan pihak lain dalam menmyusun Perda, yaitu
Naskah Akademis (NA). Ini membutuhkan biaya yang cukup besar,
sehingga semakin banyak perda yang dibuat, maka anggaran akan

Apa saja peran anggola DPRD dalam proses mekanisme dalam
penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendin?

semakin membengkak untuk memasun Perda. Jadi kita lebih
kepada skala prioritas saja. Mana yang lebih tinggi urgensinya, itu
yang didahulukan

Bapaimanakah kinerja DPRD dalam proses mekansme dalm
penyusunan RAPERDA hingga menjadi PERDA itu sendiri?

Kurangnya SDM dalam bidang legislast menyebabkan kita
menggunakan konsultan atan pihak ketipa dalam menyusun Naskah
Akademis Raperda, permasalahannya adalah, kita sendri tidak
cukup puas dengan hasil yang dibuat oleh pihak ketiga. Menurut
saya Perda yang dihasilkan hanyalah cuplikan dari peraturan yang
lebih tinggi saja, bukan turunannya. Padahal substansi terbennhiknya
Perda adalah untuk menerangkan atau memperjelas sebuah aturan
yang sudah ada mamun belum dijelaskan secara rinci dalam
peraturan yang lebih tinggi penjelasan dan rincian tersebut
disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan daerah masing-masing,
Jika Perda tersebut hanya berupa cuplkan dari auran yang sudah
ada sebelumnya, untuk apa kita membuat Perda, hanya
menghabiskan dana saja. Dan yang terjadi saat ini ya seperti ftu.
Kita agak susah ya menggambarkannya, tapi secara garis besar itu
adalah kendala yang kita hadapi Nah mengapa hal i terus terjadi?
Karena anggota dewan yang ada tidak memilki pengetahuan yang
memadai terkait mi Sehingga rancangan yang disusun oleh pak
ketiga diterima-terima saja, tanpa melalui proses yang lebih lanjut.
Pembahasan yang dilzkukan oleh pansus terbilang kurang efekiif
karena sebagian besar tidak membahas substansi Perda secara

Apakah pembahasan Perda langsung melalui Pansus atau melewati
Panggar terlebih dahulu?

Secara struktur DPRD memiliki Banggar, ramun biasanya dalam
pembahasan RAPBD kita bentuk Pansus. Ini juga sama halnya
dengan pembentukan Perda, ketika akan menyusun Perda, maka
akan dibentuk Pansus khusus Perda tersebut. Hal ini difakukan agar
adanya pemerataan pekerjaan dan agar selunuh anggota dewan
memilki pengetahuan dalam setiap bidang, Namun sebetulnya juga
menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya profesionalisme
pekerfaan. Padahal dalam pembentukan Perda maupun
pembahasan anggaran diperlukan kualifikasi dan kompetensi
khusus. Bagaimana mau professional jika crangiya sehlu berganti-
ganti, sedangkan untuk memahami sebuah permasalahan dibutubkan
waktu dan proses yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh,
Pada akhirmya akan berdampak pada hasil dan kuafitas Perda yang
dihasilkan. Disisi lain memang secara umum anggota dewan
mengetahui sehuruh proses bak pembentukan Perda maupun terkait

Anggaran

Apakah DPRD menyiapkan peratwran dan Tata Tertb untuk
keperluan pembahasan Rancangan Perda APBD?

Semuanya disiapkan oleh Panitia Musyawarah, untuk setiap
pembalasan anggaran tata tertib dan mekanisme pelaksamaan
disiapkan oleh Panitia Musyawarah
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Apakah menunt Saudara kerja DPRD periode 2014-2019 sudah
cukup produktif? apa alasannya?

Saya rasa behim maksimal, mash banyak sekali yang bans
dibenahi, khususnya darisisi kompetensi dan profesionlisme anggota

Aaraine,

Jka difat dari ssi ketersediaan SDM di DPRD, apakah tingkat
pendidkan anggota DPRD sudah memadal untuk melaksanakan
fimsi DPRD bak dalam Jegislasi, anggaran maupun pengawasan?

Menunit saya tidak terlah besar pengarufinya, karena saya
perhatikan ada juga beberapa anggota dewan yang sangat tinggi
komitmennya dalam bekerja padahal pendidikannya hanya SMU,
dan sebalknya. Banyak yang Sarjana tapi biasa-biasa saja. Jadi
tergatung pada personalnya saya rasa.

Mash terkait dengan SDM di DPRD, apakah latar belakang dan

Saya rasa sama dengan pendidian, lebh kepada aspek personal

pengalaman di bidang politk anggota DPRD berpengaruh dalamsaja.

mefaksanakan fingsi DPRD bak dalam legislasi, anggaran mauptz
pengawasan? apa alasamnya?

Bagaama fubungan antara DPRD dan Eksekutf dalm
melaksanakan keliga fngsi utarma DPRD? apakah mempengarchi
kineria DPRD?

Saya rasa sangat kuat pengarutmya, karena kinerja DPRD kan
bergantung pada kesiapan mereka, Katau mereka terfambat
menyampakan rencangan anggaran, maka pembahasan di tigkat
anggota juga pasti akan terlambat. Kalau semuanya serba terbune
bury, maka hasil yang diperoleh juga pasti tidak maksimal. Dan tu

terbukti pada beberapa tahun terakh.
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1 [Bagaimana tanggapan Saudara tentang peran DPRD{Kaku memurut Saya, secara umum memang sudah ada upaya untuk melhat
dakm menjamin konsistensi APBD dengan dokumen(konsistensi antara APBD dengan visi, misi dan rencana kerja pemeriniah. Namun
perencaraan daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung?  [demician menurut saya belum maksimal, belum serius. Bisa jadi secara aturan
memang korsiten, tapi apakah sudah betul-betul sesuai dengan skala prioritas yang
dibutuhkan. Yang saya perhatikan anggota dewan belum sampai kesana. Bahkan
terkesan domman di eksekutif, DPRD tidak besar perarnya. Hanwsnya tidk demikian,
Saya menthi perencanaan anggaran di tingkat provinsi behm maksimal, mumgkin
memang telah sesuai dengan program kerja Gubernur, namin nyatatya pembanguran
yang dilaksanakan belum menyentuh substansi kebutuhan masyarakat. Bahkan saya
menibi kebfjakan anggaran kebih diprioritaskan kepada hal-hal yang kurang
mendesak, Padahal ada banyak hal yang seharusnya DPRD lebh peka, terutama
dalam perekonomian yang saat ini cendenmg tidak stabil, hampir seluruh bahan
| makanan kita impor dan hargaya mahal. Menurut Saya penganggaran masih bersifat
: polits, Peran DPRD rmasih rendah dan cendenmg dominan pihak eksekutil dalam
mengeksekusi anggaran daerah

v

2 |Apakah memurut Saudara  dalam  pembahasan
anggaran, komsstensi KUA-APBD, PPAS, RAPBD,
dan RPIMD sudah menjadi penekanan utama bagj
anggota DPRD? apa alasannya?

menjalankan Fungsi Pengawasan, bak dalam hallanggaran yang dilakukan oleh DPRD sangat jauh dari kata maksimal. Coba saja kita
pengawasan ferhadap berjalannya Perda yang telihperhatian apakah ada evahnsi terhadap perda yang telah disabkan? Bahkan ada

3 ditetapkan maupun terhadap penggunaan anggaran|satu perda kita yang dibatalkan oleh Mendagri, yaitu Perda terkait oteritas bandara.
DPRD yang telah disahkan? Mengapa itu terjadi? Karena selan memang sejak awal kurangnya pemahaman,
pengawasan terhadap perda yang sudah disahkan sangat miim. Terkait perda karet
yang tahun ki disahkan juga demikian, setelah adanya perda tersebut, upaya apa
yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah? Kan tidak ada sama sekall

4 |Terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Harga karet saat ii sedikit membak bukan karena adanya perda, nammm karena
Provinsi Bangka Belitng beberapa tahun terakhir,|mermang harga karet dunia sedang naX harganya, Selain itu penyalahgumaan anggaran
misalnya kasus PLTU Air Anyir, Pembangunan dan|datam kasus petnbanguran RSUP Provinsi dan pengadaan alat kesehatan serta kasus:
pengadaan  Alkes RSUP Provinsi Permasalahan|kasus hinnya yang berkaitan dengan anggaran APBD Provinsi, saya melihat peran
Guges Pulae Tujuh, Pembebasan bhan Bandara| DPRD hampir tidak ada. Seharusnya mereka membuat tim khusus dalam menangani
Depati Amir, Kasus Solar Cell dan lanya, upaya apa|yagalah seperti ini, khususiya penyimpangan dana. Namun Saya perhatkan DPRD
yang diakukan oleh DPRD dalam menykapi kasus seperti tidak punya nyali untuk memeberikan teguran atau peringatan kepada

korupsi tersebut terkait dengan fingsi DPRD dalamleksekutif, Padahal itu adalah tugas mereka sebagai wakil rakyat, karena APBD
pengawasan anggaran? adalah dari vang pajak rakyat. Sudah seharusnya mereka melakukan pengawakin
yang ketat. Ada dua kermmgkinan yang bisa timb dari sikap DPRD, yaitu karena
memang masth sungkan terhadap eksekutif, khawatir akan merusak sinergi atau
memang adanya kerjasama yang baik dibalk kasus-kasus tersebut? Ya Wallabualam,
itu sudah menjadi ranah lkum, hanya sekedar opini bedasarkan kondisi dan situasi
yang ada saja

Menurut Saudara bagamana kierja DPRD dalam{Kalau memout pendapat saya selama i, fimgsi pengawasan khususnya tethadap
|
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